KAPASITAS NEGARA DALAM IMPLEMENTASI ASEAN CONVENTION
AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND
CHILDREN (ACTIP): STUDI KASUS PENIPUAN KETENAGAKERJAAN
TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI KAMBOJA

SKRIPSI

UNIVERSITAS

z

Z
o}
0
z
m
1)
>

SUEDES
UNIVERSITAS

ISLAM
INDONESIA

Oleh:

TUSITA PARAMITHA AGUSTINA

21323065

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025



KAPASITAS NEGARA DALAM IMPLEMENTASI ASEAN CONVENTION
AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND
CHILDREN (ACTIP): STUDI KASUS PENIPUAN KETENAGAKERJAAN
TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI KAMBOJA
SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

A
>
2
J

L

VISINOAN\

~

v
-
7))
18
Ll
>
4
)
G

0
(&

Oleh:

TUSITA PARAMITHA AGUSTINA

21323065

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSTAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

il



HALAMAN PENGESAHAN
Kapasitas Negara dalam Implementasi ASEAN Convention against
Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP):

Studi Kasus Penipuan Ketenagakerjaan terhadap Warga Negara
Indonesia (WNI) di Kamboja

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas [lmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

25 September 2025

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
akyltas [Imu Sosial Budaya

t‘_. YL 957
i

(]
'y
} t ’l.fl RV

Dewan Penguji Tanda Tgngan

I Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., Ph.D. —

\
2 Rizki Dian Nursita, S.IP, M.H. %ﬁ/ﬁ/
'y L
3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int, M.A. W

/

il



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah
independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam
buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan
parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca
dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas
akademik.

Yogyakarta, 6 September 2025

Tusita Paramitha Agustina

v



DAFTAR ISI

SKRIPSL ...ttt sttt ettt st sb e eaae b enee i
HALAMAN PENGESAHAN ......oooiiiitieeeee ettt il
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .........ccocooviiiiiinieieeeeeeen v
DAFTAR IS ..ottt sttt v
DAFTAR GRAFIK .....coiiiiiiiiiieeee e vii
DAFTAR TABEL ......ooiiiieee ettt viii
DAFTAR SINGEKATAN ...ttt ix
ABSTRAK ...ttt ettt X
BAB 1 PENDAHULUAN ......oooiiiii ettt e 1
1.1 Latar BelaKang .............cccooiiiiiiiiiiieeeeeeee e 1
1.2 Rumusan Masalah.............c.cooieee 8
1.3 Tujuan Penelitian .............cococooiiiiiiiiiiii e 8
14 Cakupan penelitian ...............c.ccooviiiiiiiiiiiieeeee e 9
1.5 Tinjauan Pustaka ... 9
1.6  Kerangka PemikKiran.................ccoccciiiiiiiiiiicee e 13
1.7 Argumen SeMeNtATaA ...........ccooeiiiiiiiiiieiiiieeieeeriteeiee et e s 20
1.8 Metode Penelitian...............cc.cooiiiiiiiiiiiiiee e 21
1.8.1 JNiS PENEIItIAN ..........ccceeeieiiiaieiieieeeeeeee e 21
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian ...............c..cccccoceeveeveevcncecneencnnenne. 21
1.8.3 Metode Pengumpulan Data ................ccoveeeceeeeeeeenceeeniieenieeennnns 22
1.8.4 Proses Penelitian .............ccocooveeeiieniieiiiieeieeeeeeee e 22
1.9 Sistematika Pembahasan .......................ccooiiiiii, 23
BAB 2 KASUS PENIPUAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP WNI DI
KAMBOJA DAN TINJAUAN TERHADAP ACTIP ........cccoooiiiiiiieeee 25
2.1 Perdagangan Orang dalam Konteks Penipuan Ketenagakerjaan ....... 25
2.2 Fenomena Kasus Penipuan Ketenagakerjaan Terhadap WNI di
KambojJa.........ooooiii e e s 29
2.3 ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women
and Children (ACTIP) ...ttt 33
2.3.1 Pencegahan (Prevention)...........cccccceeecvueeecueeesireeesieesnaeeenseesnseesnnens 34
2.3.2 Perlindungan (ProteCtion) ..............ccueeeueeecueeeeeeeeeciieeeieeenieeseseesenens 38
2.3.3 Penegakan Hukum (Law Enforcement) ..............cccccceeevueveeeeveencueenennn. 41
2.3.4 Kerja Sama Regional dan Internasional (Regional/International
COOPEFALION) ...ttt ettt et s te et eebeeneeas 44



BAB 3 KAPASITAS INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI ACTIP
PADA KASUS PENIPUAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP WNI DI

KAMBOUJA ...ttt 48
3.1 Kapasitas Koersif (Coercive Capacity)................ccocveeveeeenceeenieeeneennne. 48
3.2 Efikasi Birokrasi (Bureaucratic Efficacy) ............cccceeeeceveeeeicveneannnnnn. 53
3.3 Jangkauan Teritorial (ZTerritorial Reach)........................cccoeeveuvvenuenn... 60

BAB 4 PENUTUP......cooiiiiiet ettt 70
4.1 KeSImPUlan ...........ooooiiiiiiii e e 70
4.2 ReKOMENAASI.........cooueiiiiiiiiiiiiiiiiiic e 72

DAFTAR PUSTAKA ..ot 73

Vi



DAFTAR GRAFIK
Grafik 1. Lonjakan Kasus Penipuan Ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja.

vii



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis Kapasitas Negara Indonesia dan Hambatan Implementasi
ACTIP Berdasarkan Tiga Dimensi Cole (2015) .....cccoeviiriiieniieiieniecieeeeeeeeee, 67

viii



ACTIP

AMMTC
ASEAN-ACT
Bareskrim
BP2MI
BP3MI

Ditjen Imigrasi

GTPP-TPPO

IOM
Kemenkominfo

KemenPPPA

Kemen P2MI
Kemlu RI
KBRI

Lol

MoU

PHK

Polres

Polri

Satgas TPPO
SDA
SOMTC
SBMI

TPI

TPPO
UNODC
WNI

WG on GTCM

DAFTAR SINGKATAN

: ASEAN Convention Against Trafficking in Persons,

Especially Women and Children

: ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime

: ASEAN-Australia Counter-Trafficking

: Badan Reserse Kriminal

: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
: Direktorat Jenderal Imigrasi

: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana

Perdagangan Orang

: International Organization for Migration
: Kementerian Komunikasi dan Informatika

: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

: Kementerian Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia
: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

: Kedutaan Besar Republik Indonesia

: Letter of Intent

: Memorandum of Understanding

: Pemutusan Hubungan Kerja

: Kepolisian Resor

: Kepolisian Republik Indonesia

: Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang

: Sumber Daya Alam

: ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime
: Serikat Buruh Migran Indonesia

: Tempat Pemeriksaan Imigrasi

: Tindak Pidana Perdagangan Orang

: United Nations Office on Drugs and Crime

: Warga Negara Indonesia

: Working Group on General Transnational Crime Matters

X



ABSTRAK

Penipuan ketenagakerjaan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja
meningkat pesat setelah pandemi COVID-19. Meskipun Indonesia telah
meratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women
and Children (ACTIP) sebagai komitmen untuk menangani kejahatan lintas negara,
masalah ini tetap berkembang. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep State
Capacity, yang menyoroti tiga dimensi utama: kapasitas koersif, efikasi birokrasi,
dan jangkauan teritorial, untuk menganalisis implementasi ACTIP dalam kasus ini.
Masalah utama bukan terletak pada rendahnya komitmen politik, melainkan pada
keterbatasan kapasitas negara dalam menerjemahkan komitmen internasional
menjadi tindakan konkret. Penelitian ini menemukan bahwa kapasitas negara
Indonesia sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi ACTIP. Semakin kuat
kapasitas negara, semakin efektif implementasinya. Berdasarkan analisis, kapasitas
negara Indonesia dalam ketiga dimensi tersebut masih terbatas, yang menghambat
keberhasilan implementasi ACTIP. Oleh karena itu, penguatan kapasitas negara
sangat penting agar ACTIP dapat efektif dalam mengatasi perdagangan orang lintas
negara.

Kata-kata kunci: Perdagangan Orang, ACTIP, Kapasitas Negara, Penipuan
Ketenagakerjaan, WNI, Kamboja.

ABSTRACT

Human trafficking through fraudulent employment schemes targeting Indonesian
citizens in Cambodia has surged significantly after the COVID-19 pandemic.
Although Indonesia has ratified the ASEAN Convention Against Trafficking in
Persons, Especially Women and Children (ACTIP) as a commitment to combat
transnational crime, this issue continues to persist. This study employs the State
Capacity framework, focusing on three main dimensions: coercive capacity,
bureaucratic efficacy, and territorial reach, to analyze the implementation of
ACTIP in this case. The core issue lies not in the lack of political commitment, but
in the limited capacity of the state to translate international commitments into
concrete actions. The study finds that Indonesia’s state capacity plays a significant
role in the success of ACTIP’s implementation. The stronger the state capacity, the
more effective the implementation. Based on the analysis, Indonesia’s state
capacity in these three dimensions remains limited, which hampers the success of
ACTIP’s implementation. Therefore, strengthening state capacity is crucial for
ACTIP to effectively address cross-border human trafficking.

Keywords: Human Trafficking, ACTIP, State Capacity, Employment Fraud,
Indonesian Citizens, Cambodia



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan orang adalah salah satu bentuk tindak pidana yang
bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan melanggar hak-hak dasar setiap
individu (Suhardin 2008). Pasal 3 huruf (a) dalam Protokol Palermo, yang diterima
oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 55/25 pada 15 November 2000 di New
York, dan dibuka untuk penandatanganan di Palermo, Italia, antara tanggal 12
hingga 15 Desember 2000, menyatakan bahwa perdagangan orang adalah tindakan
perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang
dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian maupun penerimaan
bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang menguasai
orang lain, untuk tujuan eksploitasi (United Nations General Assembly 2001).

Perdagangan orang adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional yang
sangat kompleks, karena sulit dideteksi dan diatasi akibat berbagai faktor seperti
ketimpangan sosial, kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, serta kondisi
geografis wilayah yang sulit dijangkau, sehingga menyulitkan upaya pengawasan
dan penegakan hukum (Nugroho 2018). Kejahatan ini dijalankan oleh kelompok
terorganisir melalui perencanaan sistematis, menggunakan agen ilegal, dokumen
palsu, dengan memanfaatkan kerentanan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan,
dan minimnya perlindungan sosial untuk memperdaya korban. Pelaku biasanya
memanfaatkan celah hukum dan merancang operasi dengan cara yang terstruktur

untuk meminimalkan risiko penangkapan (Lazarus et al. 2025). Hal ini



menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan hasil dari perencanaan yang
matang dan melibatkan banyak pihak, baik di dalam negeri maupun lintas negara,
sehingga menjadikannya isu global yang membutuhkan respons serius dari
berbagai negara (Johannes et al. 2023).

Dalam rangka memperkuat upaya bersama melawan perdagangan orang,
pada tahun 2017, Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya telah
meratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women
and Children (ACTIP) sebagai bentuk komitmen regional (Puspitasari and Igbal
2023). ACTIP merupakan perjanjian internasional dalam bentuk konvensi yang
bertujuan untuk memperkuat penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO), khususnya terhadap perempuan dan anak. ACTIP memiliki empat pilar
utama, yaitu pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum terhadap pelaku,
dan memperkuat kerja sama serta koordinasi internasional (ASEAN Secretariat
2015). Namun, karena ACTIP tidak memiliki mekanisme sanksi yang mengikat,
konvensi ini lebih berfungsi sebagai soft law yang implementasinya sangat
bergantung pada komitmen masing-masing negara anggota (Solim 2019).

Indonesia juga telah meratifikasi ACTIP ke dalam hukum nasional melalui
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 (UU 12/2017), yang menjadi landasan bagi
perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan perdagangan orang
(Ramadhan and Syam 2020). Ratifikasi ACTIP tidak hanya mencerminkan
komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama regional, tetapi juga
menegaskan peran aktifnya dalam memperkokoh solidaritas ASEAN dalam
menghadapi dinamika kejahatan transnasional yang terus berkembang (Tempali

and Burhan 2025b). Sebagai bentuk implementasi dari ACTIP, Indonesia telah



mengambil sejumlah kebijakan dan tindakan, dalam menangani kasus perdagangan
orang yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban
penipuan ketenagakerjaan di Kamboja (Valerisella et al. 2025).

Salah satu pola yang umum dialami oleh WNI korban perdagangan orang
dalam kasus ini adalah penipuan berkedok lowongan kerja di luar negeri, khususnya
melalui media sosial, yang menjanjikan gaji tinggi dan fasilitas menarik. Namun,
sesampainya di negara tujuan seperti Kamboja, para korban justru dieksploitasi,
seperti dipaksa bekerja dalam industri penipuan daring, dengan jam kerja panjang,
tekanan psikologis, bahkan kekerasan fisik (Nugraha et al. 2025). Sebagai contoh,
hal ini dialami oleh sebelas WNI yang direkrut melalui aplikasi Telegram dengan
janji pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, namun justru dipaksa dan dieksploitasi
untuk menjalani berbagai aktivitas penipuan daring di kompleks penipuan, yaitu
Mocbai Bavet, Kamboja, yang diawasi ketat oleh penjaga bersenjata dan kamera
pengawas, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri (Munte 2024).

Pasca-pandemi COVID-19, jumlah kasus penipuan ketenagakerjaan yang
menimpa WNI di Kamboja mengalami peningkatan tajam. Berdasarkan catatan
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, lonjakan ini sejalan
dengan meningkatnya arus kedatangan WNI ke Kamboja yang sebagian besar tidak
melapor ke kedutaan (Anggoro 2025). Pada tahun 2020, KBRI Phnom Penh
mencatat sebanyak 56 kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja.
Dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 kasus meningkat dengan jumlah yang
mencapai sekitar 1.400 kasus, dan peningkatan paling signifikan terjadi pada 2024,

ketika KBRI 2.552 kasus (US Embassy ID 2024). Sementara itu, hanya dalam



periode Januari-Maret 2025, sudah tercatat 1.112 kasus penipuan daring yang

menimpa WNI di Kamboja (Kemlu RI 2025).

Grafik 1. Lonjakan Kasus Penipuan Ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja
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Sumber: (US Embassy ID 2024), (Kemlu RI 2025)

Kenaikan angka tersebut tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19
yang membuat banyak WNI kehilangan pekerjaan akibat dari Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK). Dengan keterbatasan peluang kerja pasca-pandemi ini,
banyak WNI yang tergiur tawaran lowongan di luar negeri, khususnya di Kamboja
(BBC Indonesia 2025). Kemlu juga melaporkan adanya fenomena repeated
offender, yaitu korban yang setelah dipulangkan justru kembali terjerat dalam
jaringan penipuan yang sama (CNBC Indonesia 2025). Direktur Perlindungan
WNI, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa terdapat iklan lowongan yang secara
terang-terangan menawarkan pekerjaan sebagai scammer, sehingga menunjukkan
adanya normalisasi industri penipuan daring di Kamboja (Metro TV Indonesia

2024).



Menanggapi hal ini, sejak pandemi COVID-19 berakhir pada tahun 2021,
pemerintah Indonesia, melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga telah
melakukan berbagai langkah untuk melindungi warganya (Felicia et al. 2025).
Kemlu bekerja sama dengan KBRI Phnom Penh dengan mengirim 6 tim bantuan
teknis guna memperkuat kapasitas penanganan kasus di lapangan. Melalui upaya
tersebut, sebanyak 422 WNI berhasil dipulangkan dalam sebelas gelombang antara
Agustus hingga Desember 2022, dengan seluruh anggaran mencapai sekitar Rp 6
miliar yang dibiayai oleh negara (Dedy 2023). KBRI Phnom Penh juga
meningkatkan koordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan perlindungan
WNI yang menjadi korban dalam operasi pemberantasan penipuan daring tetap
terjamin perlindungannya (Antara News 2025).

Berbagai kementerian dan lembaga terlibat dalam upaya penanganan kasus
perdagangan orang. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama
dengan Kementerian Sosial (Kemensos), Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen
Imigrasi), Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri),
serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk memperkuat
langkah penanganan dan pencegahan kasus, dengan menindaklanjuti aduan dan
memberikan sosialisasi kepada calon pekerja. Kemnaker juga memperketat
prosedur penempatan pekerja migran dengan mencegah keberangkatan 660 WNI
calon korban penipuan ketenagakerjaan yang seharusnya akan berangkat ke
Kamboja selama periode 2020 hingga Maret 2024 (Voice Indonesia 2025). Polri,
khususnya melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), berhasil mengungkap
jaringan perekrut di dalam negeri yang terbukti menjadi bagian dari sindikat TPPO

lintas negara (Tribata News 2025). Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan



Informatika (Kominfo) mendorong literasi digital dan kampanye kewaspadaan
masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai upaya pencegahan penyebaran
informasi peluang kerja ilegal di luar negeri (Rony 2022).

Indonesia berperan dalam pembentukan Working Group on General
Transnational Crime Matters (WG on GTCM) yang disepakati oleh negara-negara
anggota ASEAN pada tahun 2022 dalam kerangka mekanisme Senior Officials
Meeting on Transnational Crime (SOMTC), dengan tujuan untuk membahas
masalah-masalah kejahatan transnasional. Pada 20 Maret 2023, Indonesia melalui
Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri menjadi tuan rumah pertemuan
perdana WG on GTCM di Jakarta yang dilaksanakan secara hybrid (Tribata News
2023). Forum ini menjadi ruang penting bagi pertukaran strategi dan koordinasi
penanganan kejahatan lintas negara, khususnya terkait modus penipuan
ketenagakerjaan daring yang banyak menyasar kelompok muda dan berpendidikan
di Indonesia (Nampu et al. 2023).

Pemerintah Indonesia, melalui Polri, membentuk Satuan Tugas (Satgas)
TPPO pada 5 Juni 2023, yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
sebagai Ketua Harian. (Mabes Polri 2023). Pembentukan Satgas TPPO ini
merupakan arahan dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, untuk segera menangani
masalah ini dengan langkah cepat dan tegas. Dalam sekitar empat bulan
operasional, satgas tersebut berhasil menyelamatkan 2.778 korban TPPO dan
menetapkan 1.037 tersangka berdasarkan 861 laporan polisi (CNN Indonesia
2023a). Sejalan dengan itu, BP2MI menegaskan bahwa langkah penegakan hukum
difokuskan hanya pada pelaku sindikat, bukan pada WNI yang menjadi korban

penipuan ketenagakerjaan, serta menegaskan bahwa seluruh pembentukan Satgas



adalah untuk memastikan perlindungan untuk seluruh pekerja migran Indonesia
(PMI) yang menjadi korban perdagangan orang (Humas BP2MI 2023).

Pada tingkat kerja sama bilateral, Dalam forum ASEAN Ministerial Meeting
on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 yang diselenggarakan di Labuan Bajo,
NTT, pada 22 Agustus 2023, Indonesia, melalui Polri, menandatangani
Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kamboja (Polri News 2023). MoU
ini merupakan bagian dari upaya kerja sama antara kedua negara dalam penegakan
hukum dan pencegahan terhadap kejahatan transnasional, termasuk TPPO,
kejahatan siber, serta kejahatan transnasional lainnya. Penandatanganan ini juga
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pertukaran
informasi, pelatihan bersama, dan kerja sama antarlembaga terkait. Selain itu, pada
pertemuan tersebut, Polri juga menandatangani MoU serupa dengan lima negara
lainnya, yakni Singapura, Malaysia, Laos, Thailand, dan Vietnam, untuk
memperluas dan memperkuat kolaborasi dalam memerangi kejahatan lintas negara
dan meningkatkan kapasitas di antara negara-negara ASEAN (Oktavian et al.
2024).

Namun, meskipun Indonesia telah mengimplementasikan ACTIP dan
melaksanakan berbagai strategi nasional maupun bilateral, hingga tahun 2025 kasus
masih melonjak. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang dengan
modus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja masih sering terjadi
dan terus berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Kondisi ini menunjukkan
bahwa masalah utama bukan terletak pada minimnya komitmen Indonesia terhadap
konvensi internasional seperti ACTIP, melainkan pada keterbatasan kapasitas

negara dalam menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam tindakan efektif dan



terkoordinasi. Karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana kapasitas negara

mampu menerjemahkan komitmen internasional menjadi kebijakan dan tindakan

konkret, serta menilai efektivitas koordinasi lintas negara dalam merespons

dinamika kejahatan transnasional yang terus berkembang.

1.2

Rumusan Masalah

Bagaimana kapasitas Indonesia dalam mengimplementasikan ACTIP pada

kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja?

1.3

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

. Untuk menganalisis kapasitas Indonesia dalam mengimplementasikan

ACTIP pada kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja.

. Untuk memberikan informasi mengenai bahaya perdagangan orang

terhadap masyarakat, serta pentingnya kewaspadaan terhadap modus-
modus kejahatan transnasional, sehingga dapat menjadi bahan kajian yang
berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menjadi
korban TPPO.

Sebagai rekomendasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas
negara untuk memperkuat implementasi ACTIP agar kasus seperti ini tidak

terjadi di masa depan.

Dengan tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran

mengenai bagaimana kapasitas negara mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan

dalam mengimplementasikan konvensi internasional dalam menangani masalah

perdagangan orang, khususnya yang melibatkan WNI di Kamboja.



14 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus pada kasus perdagangan orang yang menimpa WNI
di Kamboja dengan modus penipuan ketenagakerjaan. Fokus penelitian diarahkan
pada WNI sebagai korban, meskipun dalam beberapa kasus terdapat pula WNI yang
terlibat sebagai pelaku. Penelitian ini menyoroti bagaimana praktik penipuan
ketenagakerjaan mengeksploitasi individu dalam jaringan kejahatan lintas negara,
antara lain dengan menjadikan mereka operator penipuan daring, seperti penipuan
asmara, investasi palsu, atau judi online, pada perusahaan yang menjadi kedok
sindikat penipuan daring di Kamboja.

Cakupan penelitian dibatasi pada periode 2021 hingga 2025, dengan
menekankan pada lonjakan kasus pasca-pandemi COVID-19 serta fenomena
korban yang kembali terjebak pada sindikat yang sama. Selain itu, penelitian ini
juga mencakup kendala yang dihadapi negara Indonesia dalam melindungi
warganya, baik berupa rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat mengenai
prosedur kerja legal maupun lemahnya pengawasan terhadap perekrutan pekerja
migran. Analisis dalam penelitian ini berfokus pada kapasitas negara Indonesia
dalam mengimplementasikan ACTIP, dengan menyoroti peran Kementerian Luar
Negeri (Kemlu), Polri, dan BP2MI serta kementerian/lembaga terkait lainnya yang
berperan dalam penanganan kasus. Penelitian ini juga turut menyoroti bentuk kerja

sama yang dijalin dengan pemerintah Kamboja dalam penanganan kasus.

1.5 Tinjauan Pustaka

Kasus perdagangan orang menjadi sorotan penting dalam kajian

internasional, di mana peran teknologi semakin mendominasi dalam memfasilitasi



tindak kejahatan ini. Menurut Aprilion & Murdani (2024), kemajuan pesat dalam
teknologi informasi, terutama media sosial, telah membuka saluran baru bagi
pelaku TPPO untuk merekrut, mempromosikan, dan melaksanakan kejahatan ini.
Penelitian ini menyoroti bagaimana pemerintah Indonesia berusaha menangani
masalah TPPO yang semakin difasilitasi oleh media sosial, khususnya dalam
konteks kasus yang terjadi di Kamboja. Meskipun pemerintah Indonesia telah
melakukan berbagai langkah pencegahan, seperti menjalin kerja sama dengan polisi
Kamboja melalui MoU, masih ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat
kolaborasi bilateral dan meningkatkan regulasi teknologi digital guna memerangi
TPPO secara lebih efektif (Aprilion and Murdani 2024).

Penelitian Laras dan Rusdiyanta (2025) juga menganalisis modus operandi
sindikat perjudian daring transnasional di wilayah Indonesia-Kamboja dengan
pendekatan transnasionalisme. Masalah utama yang diteliti adalah pola rekrutmen
dan jaringan operasional sindikat yang bekerja melintasi batas negara. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa sindikat perjudian daring sangat fleksibel dalam
beradaptasi dengan tekanan hukum, misalnya dengan memindahkan operasi ke
daerah-daerah dengan pengawasan yang lebih lemah ketika tindakan penegakan
hukum meningkat di wilayah lain. Temuan ini menyoroti pentingnya kerja sama
lintas negara, pengawasan digital, dan perlindungan pekerja migran yang lebih
komprehensif (Laras and Rusdiyanta 2025).

Putra (2024) mengungkapkan bahwa TPPO di Kamboja memiliki dampak
serius, baik terhadap human security maupun national security. Penelitian ini
menyarankan pentingnya strategi intelijen yang melibatkan kerja sama lintas

sektoral dan internasional untuk mengantisipasi ancaman ini. Melalui wawancara
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dengan berbagai informan, Putra (2024) menemukan bahwa intelijen berperan
penting dalam mengidentifikasi dan memberikan peringatan dini terhadap ancaman
ini. Pendekatan yang digunakan meliputi deteksi dini, kerja sama dengan
kementerian terkait, serta operasi pengawasan yang mencakup keamanan siber.
Penelitian Putra lebih fokus pada ancaman TPPO yang dilakukan oleh jaringan
Kamboja, dengan dua modus utama, yakni penjualan organ ginjal dan penipuan
daring. Selain itu, Putra (2024) menyoroti bahwa meskipun banyak upaya yang
dilakukan, masih banyak korban yang terjebak dalam praktik ini (Putra 2024).

Tempali dan Burhan (2025) mengidentifikasi beberapa hambatan utama
dalam penerapan ACTIP di tingkat lokal, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan,
Indonesia. Mereka mengungkapkan bahwa adanya ketidakselarasan antara ACTIP
dan norma hukum Indonesia, tidak adanya pedoman identifikasi korban yang
konsisten dalam ACTIP, serta kurangnya kapasitas dan sumber daya yang memadai
di tingkat pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada
upaya yang telah dilakukan, seperti penuntutan pelaku, perlindungan korban, dan
pencegahan, tetap ada kesenjangan yang perlu diperbaiki (Tempali and Burhan
2025a).

Sugiyono dan Runturambi (2024) juga berpendapat bahwa fenomena
perdagangan orang yang melibatkan PMI di Kamboja semakin berkembang seiring
dengan kemajuan teknologi informasi. Penelitian ini mengangkat kasus PMI yang
terjebak dalam jaringan kejahatan cybercrime dan trafficking dan secara spesifik
berfokus pada peran pemerintah dalam melakukan pencegahan keimigrasian pada
saat keberangkatan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Penelitian ini

menemukan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan upaya
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preventif dengan memperkuat kebijakan keimigrasian dan sekuritisasi isu TPPO,
kebijakan tersebut masih kurang efektif dalam mengatasi fenomena ini, dan masih
banyak celah dalam implementasi kebijakan di tingkat perbatasan dan pintu
perlintasan (Sugiyono and Runturambi 2024).

Meskipun penelitian-penelitian mengenai perdagangan orang di kawasan
Asia Tenggara telah banyak dilakukan, akan tetapi masih terdapat celah kajian yang
belum tergarap secara mendalam. Misalnya, penelitian Aprilion & Murdani (2024)
yang menyoroti penggunaan media sosial oleh pelaku TPPO untuk melakukan
eksploitasi secara umum, namun skripsi ini akan berfokus secara spesifik pada WNI
sebagai korban penipuan ketenagakerjaan melalui iklan lowongan pekerjaan palsu.
Sementara itu, Laras dan Rusdiyanta (2025) yang secara spesifik menyoroti modus
operandi sindikat perjudian daring dengan pendekatan transnasionalisme. Namun,
belum ada fokus khusus pada bagaimana implementasi ACTIP oleh negara
Indonesia. Selain itu, penelitian Putra (2024) yang membahas tentang strategi
intelijen yang digunakan untuk menangani TPPO, skripsi ini akan lebih fokus pada
implementasi ACTIP oleh Indonesia, dengan mengkaji lebih dalam bagaimana
Indonesia mengatasi kasus ini. Kemudian Penelitian Tempali dan Burhan (2025)
yang menyoroti tantangan implementasi ACTIP di tingkat lokal, namun skripsi ini
akan menilai penerapannya di tingkat internasional. Terakhir, Sugiyono dan
Runturambi (2024) yang hanya secara spesifik membahas kebijakan pencegahan
keimigrasian, namun skripsi ini tidak hanya menilai kebijakan tersebut, tetapi juga
menganalisis bagaimana seluruh upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam

mengimplementasikan ACTIP.
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Dengan demikian, meskipun sudah banyak kajian mengenai TPPO, masih
banyak aspek yang perlu didalami, terutama dalam hal penerapan konvensi
internasional, seperti ACTIP, oleh Indonesia menangani penipuan ketenagakerjaan
di Kamboja. Skripsi ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji
bagaimana negara, sebagai aktor utama dalam sistem internasional, mampu atau
tidak mampu menerjemahkan komitmen ACTIP ke dalam kebijakan yang nyata
dan dapat diimplementasikan di lapangan. Dengan pendekatan ini, skripsi ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami tantangan
implementasi konvensi ACTIP dalam menangani kasus TPPO, khususnya yang

melibatkan WNI sebagai korban penipuan ketenagakerjaan di Kamboja.

1.6  Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep State Capacity
(Kapasitas Negara) yang dikembangkan oleh Wade M. Cole (2015). Konsep State
Capacity merujuk pada kemampuan negara untuk mengelola dan melaksanakan
kebijakan melalui tiga dimensi utama, yaitu kapasitas koersif (kemampuan negara
untuk menggunakan kekuatan dalam menjaga stabilitas), efikasi birokrasi
(kemampuan negara untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif melalui
birokrasi yang efisien), dan jangkauan teritorial (kemampuan negara untuk
mengontrol wilayahnya secara menyeluruh).

Konsep State Capacity ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana
implementasi ACTIP oleh Indonesia yang dipengaruhi oleh kapasitas negaranya
dalam menangani kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja.
Pemilihan konsep ini bukan hanya karena kebaruannya, melainkan karena kerangka

ini secara konseptual lebih relevan dan tepat untuk menjelaskan kondisi
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implementasi ACTIP yang tidak sepenuhnya berhasil meskipun sudah terdapat
komitmen dan upaya nyata dari negara.

Konsep ini berpijak pada asumsi bahwa kegagalan dalam implementasi
konvensi internasional seperti ACTIP tidak selalu disebabkan oleh ketidakpatuhan
atau ketidakmauan politik negara (unwillingness), melainkan justru sering kali
merupakan akibat dari keterbatasan kapasitas struktural negara (inability). Dalam
konteks ini, negara mungkin memiliki komitmen formal dan bahkan telah
menjalankan sejumlah kebijakan dan inisiatif, namun hasilnya tetap terbatas karena
daya dukung institusional yang belum memadai. Dengan kata lain, negara mau
tetapi belum sepenuhnya mampu (Cole 2015, 411).

Dalam kerangka pendekatan manajerial yang diuraikan oleh Chayes and
Chayes (1993) dan diadopsi oleh Cole (2015), ketidakpatuhan negara terhadap
kewajiban perjanjian sering kali tidak disengaja, melainkan disebabkan oleh
keterbatasan kapasitas koersif, lemahnya birokrasi, terbatasnya jangkauan
teritorial, atau tidak efektifnya kontrol terhadap aparat negara. Oleh karena itu,
kepatuhan terhadap perjanjian internasional sangat ditentukan oleh kapasitas
internal negara tersebut, bukan semata oleh keinginan atau niat politiknya. Cole
mengklasifikasikan kapasitas negara ke dalam tiga dimensi utama yang berperan
dalam menentukan sejauh mana negara mampu mengimplementasikan perjanjian
internasional, yaitu (Cole 2015, 412):

1. Kapasitas Koersif (Coercive Capacity)

Kapasitas koersif (coercive capacity) merujuk pada kemampuan negara

untuk menggunakan alat-alat kekerasan negara, seperti militer, kepolisian, dan

aparat keamanan lainnya, dalam rangka menegakkan ketertiban atau merespons
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ancaman terhadap stabilitas. Meskipun secara normatif kapasitas ini dibutuhkan
untuk menjaga keamanan, sejumlah studi yang dirujuk oleh Cole menunjukkan
bahwa kapasitas koersif yang tinggi lebih sering digunakan sebagai alat represi
daripada perlindungan terhadap korban. Blanton (1999), sebagaimana dikutip
oleh Cole, menyimpulkan bahwa alat koersif negara lebih merupakan alat
represi daripada instrumen keamanan. Sementara itu, Davenport (2007)
menemukan bahwa rezim militer lebih cenderung melakukan pelanggaran
terhadap hak-hak integritas fisik (physical integrity rights), yaitu hak untuk
bebas dari penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, serta
perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan
martabat lainnya (Cole 2015, 412).

Pelanggaran terhadap perjanjian internasional sering kali dimungkinkan
oleh kapasitas koersif yang tinggi, sementara kepatuhan negara yang
kapasitasnya rendah tidak selalu mencerminkan komitmen normatif, melainkan
keterbatasan teknis. Seperti dijelaskan oleh Cole, kepatuhan terhadap perjanjian
internasional dapat dibedakan menjadi dua bentuk, pertama, berdasarkan
pilihan (by choice), di mana negara secara sadar memilih untuk mematuhi
meskipun memiliki kapasitas koersif untuk melanggar. Kedua, karena
keterbatasan kapasitas (by default), di mana negara tidak memiliki kemampuan
yang cukup untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut secara sistematis.
Kapasitas koersif juga memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak
sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara dan berpartisipasi dalam pemilu.
Cole mengutip Fortin-Rittberger (2014) dan Albertus & Menaldo (2012), yang

menunjukkan bahwa kekuatan militer berkorelasi dengan kecurangan pemilu
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serta rendahnya tingkat demokrasi dan peluang terjadinya demokratisasi (Cole
2015, 413).

Paradoks muncul ketika ratifikasi perjanjian internasional justru mendorong
mobilisasi masyarakat sipil, yang kemudian direspons negara dengan tindakan
represif. Dalam konteks ini, kapasitas koersif menjadi indikator arah kebijakan
politik, apakah digunakan untuk menegakkan hukum atau untuk
mempertahankan kekuasaan secara represif. Cole menyimpulkan bahwa
peningkatan kapasitas koersif dapat melemahkan efektivitas perjanjian
internasional, baik dalam melindungi hak-hak dasar maupun dalam memastikan
kepatuhan terhadap kewajiban internasional, karena kapasitas koersif yang
tinggi sering kali digunakan untuk menekan oposisi dan mengabaikan
kewajiban yang telah disepakati. Namun demikian, kapasitas koersif tidak
selalu menghasilkan pelanggaran. Beberapa negara tetap memilih untuk
mematuhi perjanjian internasional secara aktif meskipun memiliki kapasitas
tinggi, sementara negara lain tampak patuh hanya karena tidak memiliki
kapasitas untuk melanggar (Cole 2015, 414).

Berdasarkan logika tersebut, Cole menyatakan bahwa meningkatnya
kapasitas koersif akan membuat perjanjian internasional kurang efektif dalam
mencegah pelanggaran hak integritas fisik dan bahkan meningkatkan represi.
Sehingga, kapasitas koersif yang lebih tinggi, perjanjian internasional akan
kurang efektif dalam mendorong hak pemberdayaan dan justru meningkatkan

penyalahgunaan hak sipil dan politik (Cole 2015, 413—14).
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2. Efikasi Birokrasi (Bureaucratic Efficacy)

Efikasi birokrasi (bureaucratic efficacy) merujuk pada kapasitas
administratif negara untuk mengimplementasikan keputusan politik, termasuk
komitmen terhadap perjanjian internasional, melalui sistem birokrasi yang
fungsional, stabil, dan bebas dari korupsi. Cole menekankan bahwa birokrasi
yang efektif memperkuat transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum,
demokrasi, serta pemberdayaan masyarakat sipil. Efikasi ini memungkinkan
negara untuk melatih aparat, menegakkan prosedur hukum, dan mengawasi
pelanggaran oleh aktor negara. Dalam konteks pemenuhan hak-hak sipil dan
politik, seperti pemilu dan kebebasan berpendapat, birokrasi yang kuat menjadi
syarat mutlak. Sebaliknya, negara dengan birokrasi lemah dan korup cenderung
gagal memenuhi kewajiban internasional, meskipun telah meratifikasi traktat
(Cole 2015, 114).

Selain mencegah pelanggaran, birokrasi yang efektif menciptakan kondisi
yang memungkinkan warga negara menikmati hak-haknya secara penuh. Cole
juga menekankan pentingnya rasionalisasi birokrasi, yaitu formalisasi sistem
administrasi, profesionalisasi aparat, dan pembatasan diskresi sewenang-
wenang, sebagai prasyarat bagi perlindungan yang adil dan merata terhadap
individu. Dalam hal ini, perlindungan terhadap hak-hak integritas fisik
bergantung pada kemampuan negara untuk mengendalikan aparatnya,
sedangkan pemenuhan hak-hak pemberdayaan menuntut kapasitas
administratif yang memungkinkan layanan publik disalurkan secara efektif

(Cole 2015, 414).
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Berdasarkan logika tersebut, Cole menyatakan bahwa perjanjian
internasional berpengaruh positif terhadap hak-hak integritas fisik seiring
dengan peningkatan kapasitas birokrasi, karena hak-hak dasar memerlukan
kapasitas negara untuk mengelola pemilu, memastikan akses keadilan, dan
mendukung kebebasan sipil (Cole 2015, 415-16).

3. Jangkauan Teritorial (ZTerritorial Reach)

Jangkauan Teritorial (Territorial Reach) merujuk pada kemampuan negara
untuk memproyeksikan otoritas dari pusat pemerintahan ke wilayah-wilayah
perifer atau terpencil. Cole menjelaskan bahwa kapasitas ini memungkinkan
pemerintah pusat untuk memantau dan mengendalikan aparat negara seperti
polisi, petugas penjara, dan militer yang bisa saja bertindak menyimpang, baik
karena motif pribadi, maupun kepentingan politik lokal. Kegagalan negara
dalam menjangkau wilayah perifer sering kali mengakibatkan lemahnya
pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian internasional, sehingga
pelanggaran seperti penyiksaan, represi, atau manipulasi pemilu dapat tetap
terjadi tanpa sepengetahuan atau kendali pusat (Cole 2015, 416).

Mengikuti pemikiran Cole, yang mengacu pada Cutright (1963) dan

Tilly (2007), infrastruktur komunikasi seperti surat kabar, telepon, dan

layanan pos memainkan peran penting dalam mengurangi hambatan

geografis, memperluas jangkauan pemerintahan, dan memungkinkan
pengawasan langsung oleh pemerintah pusat terhadap daerah-daerah
terpencil (Cole 2015). Komunikasi yang berkembang baik dianggap mampu
mengurangi hambatan ruang dan memfasilitasi pemerintahan langsung.

Dalam hal ini, Cole juga mengutip Hechter (2000) yang menunjukkan
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bahwa penerapan pemerintahan langsung di Inggris sangat bergantung pada

komunikasi yang teratur antara pusat dan wilayah pinggiran. Sebaliknya,

rendahnya tingkat integrasi wilayah serta lemahnya mekanisme
pemerintahan langsung dapat menciptakan ruang bagi pemberontakan atau
tindakan represif oleh aktor-aktor lokal yang berada di luar kendali pusat

(Cole 2015).

Berdasarkan pemikiran tersebut, Cole menyebutkan bahwa
perjanjian internasional akan lebih efektif dalam melindungi hak-hak
integritas fisik seiring dengan peningkatan kapasitas infrastruktur.
Perjanjian tersebut juga akan lebih berpengaruh pada hak pemberdayaan
seiring dengan peningkatan kapasitas infrastruktur, dimana komunikasi
yang baik akan memungkinkan pemerintah pusat untuk memantau wilayah
terpencil dan mencegah pelanggaran hukum oleh aparat lokal. Sebaliknya,
kelemahan infrastruktur membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan
di tingkat daerah (Cole 2015).

Konsep state capacity dari Cole (2015) relevan digunakan dalam penelitian
ini, karena menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap perjanjian internasional
sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan struktural, bukan semata-mata
ketidakmauan politik. Konvensi ACTIP akan memuat komitmen terhadap
perlindungan hak asasi korban perdagangan orang. Berdasarkan analisis Cole,
efektivitas implementasi traktat bergantung pada kapasitas koersif, birokrasi, dan
jangkauan teritorial negara. Oleh karena itu, analisis terhadap kapasitas negara

menjadi penting untuk memahami sejauh mana Indonesia mampu
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mengimplementasikan kewajiban dalam ACTIP, khususnya dalam penanganan

kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja.

1.7 Argumen Sementara

Meningkatnya kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja
menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada kurangnya komitmen
Indonesia terhadap ACTIP, melainkan pada keterbatasan kapasitas negara dalam
mengimplementasikannya secara nyata. Berdasarkan tiga dimensi konsep State
Capacity dari Cole (2015), yaitu kapasitas koersif, efikasi birokrasi, dan jangkauan
territorial, dapat diperkirakan bahwa implementasi ACTIP menghadapi hambatan
pada beberapa aspek.

Pertama, kapasitas koersif yang terbatas menghambat penegakan hukum
secara efektif, sehingga pelaku penipuan sering tidak dijerat dengan sanksi yang
setimpal. Kedua, efikasi birokrasi yang belum optimal melemahkan perlindungan
dan layanan terhadap korban, termasuk dalam proses repatriasi dan rehabilitasi
sosial. Ketiga, jangkauan teritorial yang terbatas mengurangi kemampuan negara
untuk mendeteksi, memantau, dan mengawasi praktik perdagangan orang, baik di
wilayah domestik yang rentan maupun melalui koordinasi dengan pemerintah
Kamboja.

Keterbatasan kapasitas struktural ini tercermin dari masih maraknya
perekrutan melalui iklan kerja palsu, rendahnya deteksi dini terhadap jaringan lintas
negara, serta lemahnya koordinasi antarinstansi di dalam negeri maupun dengan
otoritas Kamboja. Dengan demikian, tingginya angka perdagangan orang dengan

modus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja lebih menunjukkan
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hambatan struktural dalam kapasitas negara Indonesia daripada kurangnya

komitmen terhadap ACTIP.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif
adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan
memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu
masalah sosial. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami
fenomena penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja melalui analisis
kontekstual terhadap kapasitas negara Indonesia dalam mengimplementasikan
ACTIP. Metode ini dipilih karena pendekatan kualitatif memberikan keleluasaan
dalam menggali makna, motif, dan kebijakan yang bersifat kompleks dalam isu
internasional yang melibatkan dimensi sosial, hukum, dan politik. Metode kualitatif
juga dianggap tepat karena memberi penekanan pada cara menarik kesimpulan
berdasarkan fakta yang ada dalam analisis data, dimana data dikumpulkan dari
situasi nyata dan kemudian dianalisis untuk membangun tema-tema umum yang
relevan (Creswell 2014).
1.8.2  Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah negara Indonesia sebagai aktor utama dalam
konteks implementasi ACTIP, pemerintah Kamboja sebagai pihak yang menjadi
lokasi praktik penipuan ketenagakerjaan, dan WNI yang menjadi korban penipuan
ketenagakerjaan. Subjek juga mencakup organisasi internasional dan lembaga non-
pemerintah, yang memiliki perhatian terhadap isu perdagangan orang dan

perlindungan pekerja migran. Adapun objek penelitian ini adalah kapasitas negara
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Indonesia dalam mengimplementasikan ACTIP, yang dianalisis melalui dimensi
kapasitas koersif, efikasi birokrasi, dan jangkauan teritorial.
1.8.3 Metode Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua jenis sumber, yaitu data
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen dan laporan yang
relevan, seperti laporan tahunan dari UNODC, dokumen resmi ACTIP, serta
informasi dari media daring yang memuat perkembangan terkini terkait
perdagangan orang dan penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja.
Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap artikel
jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Sumber data
sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis kapasitas negara dalam
implementasi ACTIP.
1.8.4 Proses Penelitian
1. Identifikasi Masalah
Penelitian  dimulai dengan mengidentifikasi masalah  penipuan
ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja.
2. Studi Literatur
Penulis melakukan kajian literatur terhadap konsep, serta penelitian
terdahulu, dengan menggunakan konsep State Capacity dari Cole (2015)
sebagai landasan analisis efektivitas negara dalam mengimplementasikan
ACTIP.
3. Penentuan Lokasi dan Subjek

Fokus penelitian pada Indonesia dan Kamboja, dengan subjek penelitian
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1.9

meliputi pemerintah, WNI korban penipuan ketenagakerjaan, serta

organisasi internasional dan regional yang relevan.

. Metode Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui dokumen resmi, laporan pemerintah,
serta laporan dari organisasi internasional dan lembaga terkait, sementara
data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, serta penelitian

terdahulu yang relevan.

. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan konsep State Capacity dari
Cole (2015) wuntuk menilai sejauh mana Indonesia mampu
mengimplementasikan ACTIP dalam menangani kasus penipuan

ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja.

. Penyusunan Laporan

Hasil analisis disusun dalam bentuk laporan skripsi, yang memuat uraian
temuan penelitian, kesimpulan, serta rekomendasi kebijakan terkait

penguatan kapasitas negara dalam implementasi ACTIP.

Sistematika Pembahasan

Dalam bab 1, penulis akan memuat latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka

pemikiran, argumen sementara, serta metode penelitian, sebagai landasan awal

untuk memahami fokus penelitian dan arah analisis yang akan dilakukan.

Dalam bab 2, penulis akan membahas fenomena penipuan ketenagakerjaan

terhadap WNI di Kamboja, dengan fokus pada modus-modus yang digunakan oleh
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jaringan perdagangan orang. Selain itu, bab ini juga mengkaji ACTIP sebagai
konvensi internasional untuk menangani perdagangan orang, dengan menyoroti
empat pilar utamanya: pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan
kerja sama regional serta internasional.

Dalam bab 3, penulis akan menganalisis implementasi ACTIP dalam kasus
penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja dan mengevaluasi kapasitas
negara Indonesia dalam menanggulangi permasalahan ini. Analisis dilakukan
dengan menggunakan kerangka konsep State Capacity dari Cole (2015), yang
mencakup kapasitas koersif, efikasi birokrasi, dan jangkauan teritorial.

Bab 4 berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran yang dapat menjadi
masukan bagi pemerintah Indonesia dalam memperkuat kapasitas negara, guna
meningkatkan efektivitas implementasi ACTIP serta upaya pencegahan dan

penanganan kasus perdagangan orang di masa mendatang.
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BAB 2
KASUS PENIPUAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP WNI DI

KAMBOJA DAN TINJAUAN TERHADAP ACTIP

Bab 2 ini mengkaji fenomena penipuan ketenagakerjaan yang menimpa
WNI di Kamboja, dengan fokus pada modus-modus yang digunakan oleh jaringan
perdagangan orang untuk mengeksploitasi korban. Pembahasan mencakup faktor-
faktor penyebab, kelompok rentan yang menjadi korban, serta dampak yang dialami
oleh para WNI yang terjebak dalam penipuan ketenagakerjaan. Selain itu, bab ini
juga membahas implementasi ACTIP sebagai kerangka hukum internasional yang
diadopsi oleh negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk menangani
perdagangan orang. Pembahasan akan difokuskan pada pilar-pilar utama ACTIP,
yaitu pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan kerja sama regional
serta internasional dalam konteks kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI

di Kamboja.

2.1 Perdagangan Orang dalam Konteks Penipuan Ketenagakerjaan

Perdagangan orang merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar
setiap individu yang mencakup segala bentuk perekrutan, transportasi, pemindahan,
penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman
kekerasan, pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan
eksploitasi (United Nations 2000). Eksploitasi ini dapat berupa kerja paksa,
prostitusi, perbudakan, atau pengambilan organ tubuh. Fenomena ini telah
berkembang menjadi salah satu bentuk perbudakan modern (modern slavery) yang

telah menjadi isu global (Washburn et al. 2022). Modern slavery adalah kondisi
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dimana seseorang dieksploitasi oleh pihak lain untuk keuntungan pribadi atau
bisnis. Dalam hal ini, korban kehilangan kebebasannya, baik karena ditipu, dipaksa,
atau diancam (Internationales Arbeitsamt et al. 2022).

Perdagangan orang seringkali melibatkan jaringan kriminal terorganisir.
Kelompok-kelompok ini menggunakan berbagai fasilitas, pengetahuan, dan
jaringan internasional untuk memindahkan orang secara ilegal. Jaringan ini tidak
hanya melibatkan individu yang bertindak sebagai perekrut atau pengatur
transportasi, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain, seperti penyedia dokumen
palsu, pejabat yang disuap, dan bahkan sistem hukum yang dipengaruhi oleh suap
dan perlindungan illegal (Pandey 2024). Estimasi keuntungan dari perdagangan
orang mencapai sekitar 150 miliar dolar AS per tahun, yang sebagian besar
digunakan untuk memperluas jaringan kriminal tersebut (Niethammer 2020). Uang
yang diperoleh dari aktivitas ini sering digunakan untuk menyuap pejabat
pemerintah, membeli perlindungan hukum, serta membiayai operasi kriminal
lainnya, termasuk praktik korupsi (UNODC 2024).

Proses perdagangan orang biasanya diawali dengan perekrutan melalui
penipuan atau penculikan, yang dilakukan oleh jaringan kriminal terorganisir yang
semakin canggih dalam memanfaatkan kelemahan individu untuk keuntungan
mereka (Magesa 2023). Para pelaku perdagangan orang menjalankan operasi ini
dengan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses perekrutan korban
(Mohamad et al. 2022). Korban perdagangan orang sering kali dijanjikan peluang
yang lebih baik di negara tujuan, tetapi kenyataannya para korban akan dipaksa
bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, tanpa kompensasi yang layak, dan sering

kali terancam kekerasan jika berusaha melarikan diri (Dhaneswara 2023). Sejalan
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dengan hal ini, penipuan ketenagakerjaan menjadi salah satu modus yang paling
umum digunakan dalam perdagangan orang.

Penipuan ketenagakerjaan adalah penipuan yang melibatkan tawaran
pekerjaan palsu yang tidak resmi. Prosesnya melibatkan beberapa tahapan yang
terstruktur, dimulai dari proses perekrutan hingga eksploitasi korban (IOM 2024).
Modus operandi yang digunakan oleh sindikat ini dimulai dengan postingan
lowongan pekerjaan palsu yang dipromosikan melalui media sosial, seperti Meta
(Facebook), Telegram, TikTok, Instagram, dan X (Twitter), serta agen perekrutan
yang tidak terdaftar di negara asal korban (UNODC 2023). Lowongan pekerjaan
ini biasanya menjanjikan gaji tinggi, fasilitas menarik, akomodasi, tanpa harus
memiliki pengalaman kerja. Proses perekrutan ini biasanya juga tidak memungut
biaya dari korban, yang membuat korban merasa sangat diuntungkan dan akhirnya
menjadi korban (Jesperson et al. 2023a).

Setelah perekrutan, korban biasanya dipindahkan ke negara tujuan. Pelaku
akan mengatur dan membayar biaya perjalanan, termasuk pengurusan dokumen
perjalanan palsu seperti visa turis. Setelah sesampainya di lokasi tujuan, korban
dibawa ke bangunan-bangunan yang menyerupai kompleks yang dikelilingi oleh
tembok tinggi dan penjaga bersenjata (Winrock International 2024). Di tempat ini,
pelaku akan menyita paspor dan telepon korban, memutuskan semua komunikasi
mereka dengan dunia luar. Korban kemudian diberitahu bahwa mereka harus
melunasi biaya perekrutan, dengan melakukan berbagai penipuan daring sebagai
bagian dari praktik kriminalitas paksa (forced criminality) yang mereka alami.
Dalam beberapa kasus korban juga dapat mengalami eksploitasi seksual atau

bahkan pencabutan organ (ILO et al. 2022).
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Jenis forced criminality yang dilakukan oleh korban meliputi penipuan
asmara (romance scams), di mana para korban berpura-pura menjadi wanita atau
pria untuk membangun hubungan onl/ine palsu dengan target penipuan selanjutnya.
Setelah membangun kepercayaan, mereka mulai meminta uang untuk berbagai
alasan yang dibuat-buat seolah sedang terdesak. Jenis forced criminality lain yang
dilakukan adalah penipuan investasi (/nvestment fraud), dengan berpura-pura
menjadi penasihat keuangan untuk menipu orang agar berinvestasi dalam skema
palsu terkait cryptocurrency, saham, atau perusahaan fiktif. Uang yang disetor oleh
korban akan hilang begitu saja dan masuk ke jaringan kriminal lain. Selain itu,
kasino online palsu (fake online casinos) juga menjadi salah satu forced criminality
yang harus dilakukan oleh korban. Mereka dipaksa untuk mengoperasikan platform
perjudian palsu, dimana para pengguna akan menyetor uang ke dalam sistem yang
telah dimanipulasi, dengan peluang yang sangat kecil atau bahkan tidak ada
kesempatan mendapatkan uang kembali (United States Department of State 2023).

Semua operasi ini tidak hanya ilegal, tetapi juga dijalankan dengan cara
yang tidak manusiawi. Biasanya korban akan dipaksa untuk bekerja 12 hingga 16
jam sehari, dan jika mereka tidak dapat mencapai target yang ditetapkan, gaji
mereka dipotong atau bahkan mereka tidak dibayar sama sekali (Amerhauser and
Thill 2025). Jika mereka menolak untuk bekerja atau tidak memenuhi harapan
pelaku, korban akan mendapatkan kekerasan fisik, atau hukuman yang lebih berat.
Ancaman juga diberikan jika korban berusaha melawan, seperti dikirim ke
kelompok bersenjata lokal atau dijual ke perusahaan lain (Sriyai 2025).

Selama pandemi COVID-19, banyak individu yang kehilangan pekerjaan

dan mulai mencari peluang kerja melalui internet. Namun, sebagian dari mereka
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malah terperangkap dalam tawaran pekerjaan palsu ke luar negeri (UNODC 2021).
Pelaku kejahatan ini merekrut orang-orang dari berbagai usia dan latar belakang
sosial untuk terlibat dalam praktik penipuan ini. Awalnya, mayoritas korban adalah
pria muda dari Asia, namun saat ini semua kelompok individu dapat menjadi
sasaran, terutama mereka yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi,
diskriminasi, atau terdampak oleh bencana alam, perubahan iklim, dan konflik

(Atlas Institute 2020).

2.2 Fenomena Kasus Penipuan Ketenagakerjaan Terhadap WNI di Kamboja

Sejak akhir tahun 2022, sebagian besar orang yang berasal dari negara-
negara Asia Tenggara berangkat ke negara-negara seperti Kamboja, Laos,
Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam dengan harapan mendapatkan pekerjaan
di sektor daring. Namun, banyak di antara mereka justru terjebak dalam penipuan
yang tersebar di kawasan tersebut, dengan jumlah yang diperkirakan mencapai
100.000 korban di Kamboja (Jesperson et al. 2023b). Kasus ini melibatkan
kelompok terorganisir, dengan sebagian besar sindikat kejahatan yang terlibat
berbasis di Tiongkok dan memiliki jaringan luas di kawasan tersebut. Mereka
memanfaatkan lemahnya sistem hukum dan pengawasan di Kamboja untuk
menjalankan operasi ilegal ini (Tower et al. 2024).

Sebagai bagian dari jaringan internasional, pelaku dari operasi ini memiliki
hubungan erat dengan sejumlah pejabat tinggi di Kamboja, yang memungkinkan
mereka untuk beroperasi tanpa konsekuensi hukum (ASEAN-ACT 2024).
Meskipun ada upaya dari pihak berwenang Kamboja untuk memberantas kejahatan
ini sejak tahun 2022, laporan menunjukkan bahwa bisnis penipuan ini tetap

berkembang karena adanya perlindungan dari para penguasa lokal. Para pelaku
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seringkali memiliki koneksi dengan pengusaha besar yang memiliki akses langsung
kepada pejabat pemerintah, menciptakan sistem perlindungan timbal balik yang
menyulitkan proses investigasi oleh pihak berwenang (Wee 2023).

Di Kamboja, terutama di wilayah Sen Sok, Phnom Penh, serta di beberapa
daerah perbatasan seperti Poipet, Ream, Sihanoukville, Koh Kong, dan Bavet,
terdapat banyak kompleks kasino dan hotel yang digunakan secara khusus untuk
menjalankan operasi penipuan daring (Amerhauser and Thill 2025). Selain itu,
Kamboja juga telah menjadi salah satu pusat perdagangan orang terbesar di Asia
Tenggara, dengan sejumlah besar korban yang berasal dari berbagai negara,
termasuk Indonesia (Syadani et al. 2025). Operasi penipuan ini seringkali
beroperasi di tempat-tempat yang memiliki perlindungan dari elit lokal dan sering
berpindah lokasi untuk menghindari penegakan hukum yang ketat (McCready
2022).

Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 mendorong
banyak individu, khususnya mereka yang kehilangan pekerjaan, untuk mencari cara
cepat mendapatkan penghasilan (Washburn et al. 2022). Menurut Direktur
Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo, 'Fenomena lapar kerja' di Indonesia
muncul akibat tingginya angka pengangguran dan PHK selama pandemi, yang
membuat banyak orang mencari pekerjaan di luar negeri dengan harapan
memperoleh peluang yang lebih baik (BBC Indonesia 2025). Hal ini terbukti
dengan lonjakan tajam jumlah kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI yang
dilaporkan oleh KBRI Phnom Penh. Pada tahun 2020, tercatat hanya 56 kasus,
namun pada tahun 2024, jumlahnya melonjak signifikan menjadi 3.310 kasus

(Hasanah 2025).
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Pada tahun 2024, data imigrasi Kamboja mencatat terdapat 131.184 WNI
yang tinggal di negara tersebut dengan izin tinggal sementara antara 3 hingga 24
bulan. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dimana kedatangan WNI ke
Kamboja pada 2024 mencapai 166.795 orang, melonjak pesat dibandingkan dengan
14.564 orang pada 2020 (Tempo 2024a). Hanya dalam tiga bulan pertama tahun
2025, KBRI menangani 1.301 kasus WNI bermasalah di Kamboja, yang merupakan
lonjakan sebesar 174 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 85% dari
kasus tersebut adalah penipuan ketenagakerjaan yang melibatkan WNI untuk
melakukan penipuan daring secara paksa di Kamboja (Kemlu RI 2025).

Kejahatan penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja merupakan
bentuk kejahatan terorganisir yang melibatkan aktor lintas negara dengan struktur
yang jelas, biasanya dipimpin oleh warga negara asing sebagai pengendali utama,
sementara perekrut lokal di Indonesia berperan menjaring korban. Sistemnya
terorganisir sedemikian rupa sehingga calon pekerja dijaring melalui berbagai cara,
mulai dari penyebaran iklan lowongan kerja palsu di media sosial seperti Facebook
dan Instagram, dan WhatsApp, hingga perekrutan langsung melalui jaringan
pertemanan, keluarga, atau kenalan dekat (Aprilion and Murdani 2024). Modus
yang digunakan umumnya menjanjikan gaji tinggi, posisi bergengsi, dan fasilitas
lengkap, namun kenyataannya berujung pada eksploitasi dan pekerja ilegal di luar
negeri. Kehadiran perekrut melalui jaringan personal ini menunjukkan bahwa
kejahatan terorganisir tidak hanya bergantung pada media digital, tetapi juga
memanfaatkan kepercayaan sosial untuk merekrut korban (Souisa 2022).

KBRI Phnom Penh mencatat telah menangani sekitar 20 hingga 25 kasus

baru setiap hari kerja (BBC Indonesia 2025). Dahulu, korban-korban penipuan ini
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biasanya berasal dari kalangan lulusan SD atau SMP, namun kini banyak di
antaranya adalah lulusan S1 atau S2 yang tertipu oleh tawaran pekerjaan di sektor
perusahaan baru teknologi digital, yang ternyata membawa mereka ke operasi
penipuan daring ini (Tempo 2023). Banyak korban yang terperangkap dalam
jaringan penipuan mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan, terutama
karena terbatasnya akses informasi serta perlindungan hukum yang memadai di
negara Kamboja (Kusuma et al. 2025).

Salah satu pola yang mencolok dalam fenomena ini adalah banyaknya
korban yang meskipun telah berhasil dipulangkan ke Indonesia, justru kembali
terjebak dalam sindikat yang sama (CNBC Indonesia 2025). Menteri Luar Negeri
Sugiono mengungkapkan bahwa hal ini menyoroti kompleksitas masalah yang
tidak hanya berhenti pada proses pemulangan, tetapi juga bagaimana mencegah
agar mereka tidak terjerumus lagi ke dalam situasi yang sama. Keberhasilan dalam
memulangkan korban tidak serta merta menyelesaikan masalah, karena mereka
sering kali kembali ke kondisi yang sama atau lebih buruk, dan rentan untuk tertipu
lagi oleh sindikat yang lebih canggih (Redaksi Sapos 2025). Selain jumlah kasus,
angka kematian WNI yang terjerat dalam penipuan ini juga mengalami peningkatan
signifikan. KBRI di Kamboja melaporkan bahwa pada tahun 2024, tercatat 92 kasus
kematian WNI, yang menunjukkan kenaikan sebesar 24,3% dibandingkan tahun
2023, sementara pada 2020 hanya tercatat 1 kasus kematian (Tempo 2025a).

Selain itu, Kemlu Indonesia juga melaporkan bahwa Kamboja termasuk
dalam negara dengan penanganan TPPO yang buruk, di mana pemerintahnya
dinilai gagal mengatasi praktik eksploitasi tenaga kerja, khususnya terkait penipuan

daring yang melibatkan WNI (Majni 2025). Laporan yang dikumpulkan oleh
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berbagai pihak, termasuk polisi, kelompok perlindungan hak asasi manusia, dan
korban yang berhasil diselamatkan, menunjukkan bahwa meskipun ada bukti yang
menunjukkan keterlibatan pejabat-pejabat Kamboja dengan perusahaan penipuan
ini, tidak ada tindakan hukum yang signifikan yang diambil terhadap pelaku di balik
praktik ini. Bahkan setelah pengumuman pemberantasan pada 2022, industri ini
masih beroperasi secara tersembunyi, dengan banyak korban yang terus terjebak
dalam operasi penipuan ini (Wee 2023). Hal ini menggambarkan bagaimana
Kamboja, meskipun secara resmi bukan destinasi utama PMI, kini telah menjadi
pusat perdagangan orang yang melibatkan skema penipuan ketenagakerjaan yang

berkembang pesat (Laras and Rusdiyanta 2025).

2.3 ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and

Children (ACTIP)

ACTIP merupakan sebuah instrumen hukum yang dirancang oleh negara-
negara ASEAN sebagai perwujudan komitmen bersama atau konvensi internasional
oleh seluruh negara anggota ASEAN untuk menangani perdagangan orang
(ASEAN Secretariat 2015). Konvensi ACTIP memiliki empat pilar utama, yaitu
pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan kerja sama regional serta
internasional. ACTIP ditandatangani pada KTT ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur,
Malaysia, pada 21 November 2015 dan mulai berlaku pada 8 Maret 2017, setelah
Filipina menyetorkan instrumen ratifikasinya pada 6 Februari 2017. Dengan
ratifikasi tersebut, ACTIP tidak lagi sekedar simbol niat baik, melainkan menjadi
mekanisme yang sah dan mengikat secara hukum bagi negara-negara ASEAN. Saat

ini, ACTIP merupakan pedoman penting dalam upaya bersama di tingkat regional
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untuk memerangi perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara (ASEAN
Secretariat 2015).

ACTIP adalah konvensi yang mengikat negara-negara ASEAN untuk
bekerja sama menangani kejahatan transnasional, namun kewajibannya bersifat soft
law. Meskipun SOMTC bertanggung jawab untuk melaporkan dengan memantau
sejauh mana negara-negara anggota melaksanakan ketentuan dalam ACTIP kepada
AMMTC (Solim 2019). ACTIP tidak menyediakan mekanisme sanksi yang jelas
jika negara-negara anggota gagal melaksanakan kewajiban yang diatur dalam
konvensi ini, sehingga ACTIP lebih bersifat sebagai pedoman, bukan sebuah
hukum yang dapat dipaksakan atau hard law (Yusran 2018). Meskipun demikian,
keberadaan ACTIP sebagai soft law tetap memiliki karakteristik penting, seperti
adanya struktur formal dan kewajiban untuk melakukan ratifikasi di tingkat
domestik, serta adanya penggunaan kata-kata yang menunjukkan kewajiban dalam
banyak pasalnya .

ACTIP berfungsi sebagai pedoman yang mendorong negara-negara anggota
ASEAN untuk berkolaborasi dalam empat pilar utama, yaitu pencegahan
perdagangan orang, perlindungan korban, penegakan hukum terhadap pelaku, dan
memperkuat kerja sama serta koordinasi regional dan internasional (Salamah

2018).

2.3.1 Pencegahan (Prevention)

Pilar pencegahan dalam ACTIP bertujuan untuk mengurangi resiko
seseorang menjadi korban perdagangan orang dengan mengatasi akar masalahnya,
seperti, kurangnya pendidikan, ketidaksetaraan, dan kemiskinan. Negara-negara

anggota ACTIP diwajibkan membuat kebijakan sosial dan ekonomi yang bisa
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mencegah orang tertipu atau dieksploitasi, misalnya melalui edukasi tentang bahaya
perdagangan orang atau pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan. Selain itu,
negara juga harus memperketat pengawasan terhadap agen tenaga kerja,
memastikan proses perekrutan tenaga kerja ke luar negeri dilakukan secara legal
dan aman, mengontrol dokumen perjalanan dan perbatasan, serta membangun
sistem pelaporan untuk mendeteksi tanda-tanda awal penipuan. Semua langkah ini
dilakukan agar perdagangan orang bisa dicegah sejak awal (ASEAN Secretariat
2015).

Indonesia telah mengambil berbagai langkah pencegahan, seperti
melakukan sosialisasi edukasi, kampanye, meningkatkan pengawasan imigrasi, dan
pengawasan siber (Felicia et al. 2025). Sebagai contoh, Polri, Kemlu, Ditjen
Imigrasi, BP2MI, Media, Pemerintah Daerah, Kemnaker, dan BIN yang secara
aktif bekerja sama mengingatkan masyarakat bahwa Indonesia tidak memiliki kerja
sama resmi dengan Kamboja dalam penempatan pekerja migran (Putra 2024).
Adapun Kementerian P2MI yang berkomitmen untuk menyediakan pelayanan
administrasi keberangkatan ke luar negeri yang mudah dan bebas dari pungutan,
dengan harapan calon pekerja migran dapat lebih memilih jalur perekrutan yang
sah, dan resmi (Mappong et al. 2025).

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan upaya pencegahan melalui
sosialisasi dan edukasi dengan berbagai instansi terkait. Sebagai contoh, pada 8
Agustus 2023, Kantor Imigrasi Yogyakarta bekerja sama dengan BP3MI
Yogyakarta untuk menggelar sosialisasi "Karyo Masuk Desa" di Kalurahan
Hargorejo dan Hargomulyo, Kulon Progo. Sosialisasi ini menjelaskan prosedur

migrasi yang sah kepada pejabat desa dan tokoh masyarakat setempat, serta upaya
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pencegahan TPPO melalui penguatan wawancara pada proses penerbitan paspor
(Indratna 2023). Selain itu, pada 12 Juni 2025, BP3MI Sumatera Selatan
mengadakan sosialisasi "Goes To School" di SMK Pertanian Pembangunan
Sembawa, Banyuasin, untuk memberikan informasi kepada siswa mengenai
peluang kerja di luar negeri yang aman dan sah, serta mengingatkan mereka untuk
menghindari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian penempatan resmi,
seperti Kamboja (BP3MI Sumsel 2025).

Selain itu, pada 24 Maret 2025, Kepolisian Resor (Polres) Natuna
menggelar sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Natuna dengan meningkatkan
kesadaran warga tentang bahaya tawaran pekerjaan ilegal ke luar negeri,
pentingnya mengikuti prosedur migrasi yang sah, serta mengimbau masyarakat
untuk melapor jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait perdagangan
orang (Polres Natuna 2025). Upaya ini sekaligus memperkuat kolaborasi antara
pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk menciptakan
upaya pencegahan yang lebih efektif.

Kontribusi lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga menjadi bagian dari
strategi pencegahan ini. Sebagai contoh, Pada 2023, Kemlu dan IOM Indonesia
merilis film pendek berjudul Through the Screen. Acara peluncuran film ini
dilanjutkan dengan mengadakan talkshow yang mengundang pemerintah,
organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan publik umum untuk membahas bahaya
dan upaya pencegahan praktik penipuan ketenagakerjaan (IOM Indonesia 2023).

Selanjutnya, pada 2025 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama IOM Indonesia meluncurkan sebuah

kampanye digital yang mengusung tema "Kita Semua Bisa", yang hadir dalam
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berbagai format, seperti infografis, lomba, dan kuis online, dengan tujuan utama
untuk menyampaikan pesan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk
berperan dalam melindungi dan memberikan dukungan kepada korban
perdagangan orang (Humas KemenPPPA 2025).

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital
(Komdigi) serta Kementerian Perlindungan PMI (Kemen P2MI), secara rutin
melakukan upaya pencegahan terhadap penyebaran iklan lowongan kerja ilegal,
khususnya yang menawarkan pekerjaan di Kamboja. Setiap bulannya, lebih dari 20
akun dan situs web yang terindikasi terlibat dalam praktik ini akan ditindak dengan
takedown (Komdigi 2025). Komdigi bekerja sama dengan P2MI untuk
mengidentifikasi iklan mencurigakan dan segera melaporkannya kepada pengelola
platform media sosial. Proses ini memastikan bahwa setiap laporan terkait iklan
ilegal akan segera ditindaklanjuti dengan pemblokiran, sehingga dapat mencegah
penyebaran informasi yang merugikan calon pekerja migran Indonesia (Izzuddin
2025).

Selain itu, terdapat instruksi penerapan kebijakan selektif di tempat
pemeriksaan imigrasi (TPI) dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor
IMI-GR.01.01-1029 Tahun 2017 tentang Penegasan Prosedur Pencegahan TKI
Non-Prosedural. Instruksi tersebut mengarahkan petugas Imigrasi untuk memeriksa
dokumen perjalanan WNI seperti paspor, visa, serta dokumen pendukung lainnya
dengan teliti. Petugas Imigrasi juga diminta untuk menunda keberangkatan WNI
yang mencurigakan atau tidak memenuhi prosedur sah, melalui proses wawancara
mendalam, pemeriksaan profil, serta observasi terhadap gestur dan bahasa tubuh

calon pekerja migran, untuk memastikan bahwa tujuan keberangkatan mereka
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sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sugiyono & Runturambi, 2024). Koordinasi
antar instansi juga sangat penting dalam upaya pencegahan ini. Sebagai contoh,
pada Juni 2025, Bareskrim Polri bersama Kantor Imigrasi berhasil menggagalkan
keberangkatan puluhan WNI di Bandara Soekarno-Hatta yang akan bekerja secara

ilegal di Kamboja (Bareskrim Polri 2025).

2.3.2 Perlindungan (Protection)

Pilar perlindungan dalam ACTIP fokus pada bagaimana negara melindungi
korban perdagangan orang agar hak dan martabat mereka tetap dihormati. Negara-
negara anggota wajib punya aturan yang jelas untuk mengenali siapa saja yang jadi
korban, termasuk bekerja sama dengan lembaga bantuan. Korban harus dijaga
keamanannya, identitasnya dirahasiakan, dan diberi akses ke bantuan hukum,
kesehatan, serta tempat tinggal sementara. Mereka juga tidak boleh dihukum atas
perbuatan yang mereka lakukan karena terpaksa saat jadi korban. Semua ini penting
agar korban bisa pulih dan tidak jadi korban lagi (ASEAN Secretariat 2015).

Pilar perlindungan dalam ACTIP fokus pada bagaimana negara melindungi
korban perdagangan orang agar hak dan martabat mereka tetap dihormati. Negara-
negara anggota wajib punya aturan yang jelas untuk mengenali siapa saja yang jadi
korban, termasuk bekerja sama dengan lembaga bantuan. Korban harus dijaga
keamanannya, identitasnya dirahasiakan, dan diberi akses ke bantuan hukum,
kesehatan, serta tempat tinggal sementara. Mereka juga tidak boleh dihukum atas
perbuatan yang mereka lakukan karena terpaksa saat jadi korban. Semua ini penting
agar korban bisa pulih dan tidak jadi korban lagi (ASEAN Secretariat 2015).

Sejalan dengan ketentuan dalam konvensi ACTIP, pemerintah Indonesia telah
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memberikan langkah perlindungan terhadap WNI yang menjadi korban penipuan
ketenagakerjaan di Kamboja.

Perlindungan terhadap korban TPPO telah diatur dalam UU No. 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan TPPO. Pasal 51 hingga pasal 54 UU ini mengatur hak-
hak korban untuk memperoleh pelayanan medis, rehabilitasi sosial, reintegrasi
sosial, serta pemulangan ke daerah asal, sebagai bentuk pemulihan atas penderitaan
fisik dan psikis yang mereka alami akibat TPPO (Yanggolo et al. 2024). Landasan
perlindungan ini diperkuat dengan ratifikasi Protokol Palermo melalui UU No. 14
Tahun 2009, yang menekankan prinsip non-penalization, dimana bahwa korban
tidak dapat dipidana atas pelanggaran hukum yang dilakukan sebagai akibat
langsung dari eksploitasi yang mereka alami. Prinsip ini penting bagi pekerja
migran non-prosedural, karena meskipun keberangkatan mereka tidak sah secara
administratif, mereka tetap berhak mendapat perlindungan jika terbukti merupakan
korban perdagangan orang (Utomo and Arifin 2025).

Selain itu, Indonesia juga memiliki regulasi yang mengatur penempatan dan
perlindungan pekerja migran, yaitu UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
PMI, yang menegaskan asas non-diskriminasi serta hak setiap pekerja migran atas
perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial. Meskipun UU ini lebih fokus pada
pekerja migran yang berangkat secara resmi, regulasi ini juga membuka ruang
untuk perlindungan bagi pekerja migran non-prosedural yang merupakan korban
eksploitasi (Munte 2024). Adapun regulasi terbaru, yaitu Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023,
semakin memperkuat kerangka perlindungan korban TPPO. Dengan adanya

peraturan ini, perlindungan korban TPPO di Indonesia tidak hanya bergantung pada
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status administratif migrasi mereka, tetapi juga lebih menekankan pada pemulihan
fisik, psikologis, dan sosial bagi korban, termasuk bagi pekerja migran yang
berangkat secara non-prosedural namun terjebak dalam eksploitasi (Putri et al.
2025).

Adapun dibentuknya lembaga BP2MI yang bertugas mengawasi dan
memastikan pekerja migran terlindungi dengan baik, sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 166 Tahun 2024. Lembaga ini membantu presiden dalam
melaksanakan kebijakan perlindungan pekerja migran dan memastikan bahwa
semua aturan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan benar (Erwin 2025). Selain itu,
BP2MI juga bekerja sama dengan berbagai instansi, seperti Polri, Kemlu,
Pemerintah Daerah (Pemda), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham),
Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), dan Kemnaker, untuk mencegah
masalah yang dialami oleh seluruh pekerja migran, termasuk pekerja migran non-
prosedural yang mengalami eksploitasi (Bayuaji and Puspitasari 2024).

Sebagai bagian dari implementasi regulasi perlindungan yang telah
disebutkan sebelumnya, Indonesia telah mengambil tindakan untuk melindungi
WNI yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. Sebagai contoh, pada
tahun 2022, BP2MI dan Kemlu Indonesia berhasil mengevakuasi gelombang
pertama, yang terdiri dari 12 WNI korban penipuan di Kamboja. Sebelum
dipulangkan, para korban ditampung sementara di KBRI Phnom Penh, untuk
bantuan psikologis dan pemeriksaan kesehatan. Mereka juga menjalani pendataan
oleh Kementerian Sosial (Kemsos) untuk memastikan kesejahteraan mereka.
Setelah sampai di Indonesia, para korban dibawa ke Rumah Perlindungan Trauma

Center (RPTC) untuk mendapatkan pendampingan dan bimbingan kejiwaan
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(Tribrata News 2022). Pada periode Agustus hingga Desember 2022, pemerintah
Indonesia berhasil memulangkan total 422 WNI dalam 11 gelombang, dengan
biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 6 miliar rupiah (Dedy 2023). Sejak 2021
hingga 2025, Kemlu telah secara konsisten menangani sekitar 4.300 WNI yang
menjadi korban penipuan ketenagakerjaan di Kamboja (Tempo 2025b).

Selain langkah penyelamatan dan pemulangan, pemerintah Indonesia juga
perlu memberikan perhatian terhadap proses reintegrasi sosial bagi korban. Sebagai
contoh, setelah korban penipuan ketenagakerjaan di Kamboja berinisial DSB
melapor dan berhasil pulang ke Indonesia, DSB langsung melapor ke BP3MI
Yogyakarta, yang kemudian memberikan pendampingan hukum dan psikologis
melalui Kemen P2MI. Korban juga dirujuk ke fasilitas rehabilitasi sosial, seperti
Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Sidoarum di Sleman, DIY,
untuk memastikan pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial yang optimal
(Humas KP2MI 2025). Kasus perdagangan orang seperti ini sangat membutuhkan
pengaduan dari korban untuk memulai proses hukum dan perlindungan, namun
banyak korban yang enggan melapor karena takut dan trauma (Putri et al. 2025).
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memberikan perlindungan

bagi saksi dan korban (Abuthan et al. 2025).

2.3.3 Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Pilar penegakan hukum dalam ACTIP bertujuan agar pelaku perdagangan
orang dihukum secara adil dan tegas. Negara harus memiliki UU yang mengatur
bahwa semua bentuk perdagangan orang adalah kejahatan, termasuk jika dilakukan

oleh kelompok besar atau pejabat. Negara juga perlu kerja sama antar polisi dan
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lembaga hukum, baik dalam negeri maupun antarnegara, supaya kejahatan ini bisa
benar-benar diberantas dan tidak terulang lagi (ASEAN Secretariat 2015).

Pilar penegakan hukum dalam ACTIP bertujuan agar pelaku perdagangan
orang dihukum secara adil dan tegas. Negara harus memiliki UU yang mengatur
bahwa semua bentuk perdagangan orang adalah kejahatan, termasuk jika dilakukan
oleh kelompok besar atau pejabat. Negara juga perlu kerja sama antar polisi dan
lembaga hukum, baik dalam negeri maupun antarnegara, supaya kejahatan ini bisa
benar-benar diberantas dan tidak terulang lagi (ASEAN Secretariat 2015).

Sejalan dengan konvensi ACTIP, Indonesia telah memperkuat penegakan
hukumnya melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO (UU-TPPO), yang menjadi
landasan hukum utama dalam menangani perdagangan orang di Indonesia. UU ini
mencakup seluruh rangkaian tindakan perdagangan orang, mulai dari perekrutan,
pengangkutan, penampungan, hingga eksploitasi, baik di dalam negeri maupun
lintas negara (Munte 2024). Selain itu, Indonesia juga melakukan pembaruan
hukum dengan disahkannya Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) baru melalui UU
No. 1 Tahun 2023. Dalam KUHP yang baru ini, Pasal 455 secara khusus mengatur
TPPO, menggantikan ketentuan dalam KUHP lama, yang hanya membatasi pada
eksploitasi seksual. Dengan adanya pasal ini, hukum Indonesia kini memberikan
sanksi yang lebih berat terhadap pelaku perdagangan orang, termasuk hukuman
penjara antara 3 hingga 15 tahun, serta denda mulai dari kategori IV hingga kategori
VII. Hukuman ini dapat meningkat jika tindak pidana tersebut menyebabkan

kematian korban (Utomo and Arifin 2025).
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Adapun salah satu langkah strategis yang telah diambil, yaitu pembentukan
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (PP-TPPO), sebagaimana diatur
dalam Pasal 58 UU TPPO, yang bertujuan untuk memastikan penegakan hukum
terhadap pelaku TPPO dapat dilakukan secara terorganisir, mulai dari tingkat
nasional hingga daerah, provinsi dan kota/kabupaten (Latifah 2023). Meskipun
gugus tugas ini sudah dibentuk, namun kinerjanya masih belum optimal. Untuk
menanggapi hal tersebut, pada tahun 2023, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo
melakukan perubahan kebijakan dengan menunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo sebagai pelaksana harian Satuan Tugas (Satgas) TPPO, menggantikan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sebelumnya
menjabat posisi tersebut (Humas Setkab 2023). Perubahan ini menunjukkan
pergeseran upaya pemerintah ke arah pendekatan represif yang lebih tegas dalam
menindak pelaku, seiring dengan meningkatnya jumlah kasus perdagangan orang
dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai tindak lanjut dari penunjukan tersebut, Kapolri segera membentuk
Satgas TPPO yang dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal
(Wakabareskrim) Polri, Irjen Asep Edi Suheri, dan Wakil Ketua Satgas TPPO,
Kepala Korps Pembinaan Masyarakat (Kakorbinmas) Badan Pemeliharaan
Keamanan (Baharkam) Polri, Irjen Hary Sudwijanto (CNN Indonesia 2023a).
Kapolri juga menginstruksikan seluruh Kapolda untuk membentuk Satgas TPPO di
daerah, guna memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku TPPO di seluruh
Indonesia, dan menegaskan penindakan tegas terhadap pelaku TPPO, termasuk
oknum Polri, serta memberikan ancaman sanksi berat bagi personel yang gagal

mengungkap kasus TPPO di wilayahnya (CNN Indonesia 2023b).
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Hingga pertengahan Juli 2023, Satgas ini telah menyelamatkan total 2.149
korban dan mengungkap lebih dari 699 laporan kasus TPPO di seluruh Indonesia,
dengan 829 tersangka yang telah ditangkap, baik dalam sindikat domestik maupun
internasional (Tribrata News 2023b). Salah satunya adalah pengungkapan jaringan
perdagangan organ tubuh di Bekasi, di mana 122 korban yang dijual ginjalnya ke
Kamboja berhasil diselamatkan. Dalam kasus ini, 12 tersangka berhasil ditangkap,
termasuk dua oknum dari kepolisian dan imigrasi (Tribrata News 2023c). Selain
itu, Pada 13 September 2024, Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil
menangkap dua pelaku berinisial MZ dan PJ, yang merekrut WNI untuk bekerja
sebagai admin judi online di Kamboja. Pelaku berperan dalam mengatur pembuatan
dokumen palsu dan jalur keberangkatan melalui kota-kota transit. Bukti yang
diamankan termasuk paspor dan boarding pass korban. Kedua tersangka terancam

hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah (Tribrata News 2024)

2.3.4 Kerja Sama Regional dan Internasional (Regional/International

Cooperation)

Pilar kerjasama menegaskan agar negara-anggota ASEAN harus saling
bantu, berbagi informasi, menyamakan aturan, dan bekerja sama dalam
penyelidikan atau penyelamatan korban. Tujuannya adalah agar pelaku bisa
ditangkap meskipun mereka kabur ke negara lain, dan korban tetap bisa dibantu
meskipun berada di luar negeri (ASEAN Secretariat 2015).

ACTIP menekankan pentingnya kerja sama antarnegara. Negara
anggota ASEAN harus saling bantu, berbagi informasi, menyamakan aturan, dan
bekerja sama dalam penyelidikan atau penyelamatan korban. Tujuannya adalah

agar pelaku bisa ditangkap meskipun mereka kabur ke negara lain, dan korban tetap
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bisa dibantu meskipun berada di luar negeri (ASEAN Secretariat 2015). Indonesia,
sebagai salah satu anggota ASEAN telah meratifikasi ACTIP melalui UU No.12
Tahun 2017, dan telah melakukan berbagai upaya yang menunjukkan komitmen
dalam pelaksanaan konvensi ACTIP, terutama melalui pendekatan kerja sama
regional dan bilateral (Tempali and Burhan 2025a).

Sebagai bagian dari komitmen ACTIP, Indonesia berperan aktif dalam
memperkuat kerja sama regional untuk menanggulangi kejahatan transnasional.
Melalui pertemuan ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime
(SOMTC) Working Group on General Transnational Crime Matters (WG on
GTCM) pertama yang dilaksanakan pada 20 Maret 2023 di Jakarta, Indonesia
berhasil mendorong berbagai kebijakan, seperti ASEAN Multi-Sectoral Work Plan
Against Trafficking in Persons (2023-2028) untuk memerangi perdagangan orang
yang disertai penipuan daring pasca-pandemi COVID-19 (Humas Interpol
Indonesia 2025). Selain itu, Pada tanggal 22 Agustus 2023, melalui forum ASEAN
Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 yang berlangsung
di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, enam negara ASEAN, termasuk Indonesia
dan Kamboja, yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan kejahatan
transnasional, seperti perdagangan orang (Oktavian et al. 2024).

Melalui MoU ini, kedua negara, melalui Kepolisian Indonesia dan
Kamboja, sepakat untuk meningkatkan kerja sama melalui berbagai mekanisme
penegakan hukum, seperti pendekatan Police-to-Police, proses penyerahan
tersangka antar negara, penyelidikan bersama, serta bantuan hukum timbal balik
(Tribrata News 2023a). MoU ini juga berfokus pada peningkatan kapasitas aparat

penegak hukum di kedua negara, pemanfaatan teknologi, mempercepat pertukaran
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informasi yang berhubungan dengan perdagangan orang dan memastikan bahwa
barang-barang yang berkaitan dengan kejahatan tersebut dapat ditangani dengan
efektif. MoU ini juga berperan dalam memperkuat stabilitas keamanan kawasan
ASEAN, serta mendukung komitmen ASEAN dalam menjaga keamanan dan
perdamaian kawasan (Humas Polri 2023).

Selanjutnya, Pada 5 Maret 2024, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo
mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, di
Melbourne, Australia, untuk, membahas pentingnya penguatan kerja sama antara
negara asal dan negara tujuan perdagangan orang, perlunya implementasi MoU
yang telah ditandatangani pada 2023, seperti menyegerakan pertukaran informasi
intelijen dan peningkatan kemampuan aparat kepolisian kedua negara (Sekretariat
Presiden 2024). Selain itu, pada tanggal 13 Maret 2024, di Phnom Penh, Kamboja,
diadakan pertemuan bilateral pertama antara Indonesia dan Kamboja yang dihadiri
oleh Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, Silmy Karim, dan Direktur Jenderal
Imigrasi Kamboja, Letnan Jenderal Sok Veasna. Dalam pertemuan tersebut, kedua
belah pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang terkait
migrasi dan pengelolaan perbatasan (Imigrasi ID 2024).

Pada pertemuan bilateral pertama, kedua negara sepakat untuk memperkuat
kerja sama di delapan area utama, seperti pelatihan bantuan teknis dan peningkatan
kapasitas, pengembangan kelembagaan dan kebijakan manajemen migrasi,
pertukaran data statistik, penanganan kasus penipuan dokumen perjalanan,
melawan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, penentuan status
migran, pengaturan perpindahan orang secara sah dan tertib, serta pertukaran

informasi migrasi (Cahyadi 2024). Selanjutnya, pada 19 Mei 2025, Indonesia dan
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Kamboja mengadakan pertemuan bilateral di Bali, yang menghasilkan Letter of
Intent (Lol), yang mencakup komitmen dalam pertukaran informasi, bantuan teknis,
dan pengembangan kapasitas SDA, dan penempatan atase imigrasi Indonesia di
Kamboja untuk meningkatkan koordinasi. Selain itu, Indonesia juga menekankan
pencegahan dari hulu, seperti program Desa Binaan. Pertemuan ini mencerminkan
komitmen kedua negara dalam memerangi perdagangan orang dan memperkuat
kerja sama di bidang keimigrasian (Imigrasi ID 2025).

Meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani
kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja yang sejalan dengan
empat pilar ACTIP, jumlah kasus perdagangan orang terhadap WNI di Kamboja
masih terus meningkat. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi
ACTIP di Indonesia, yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan

efektivitasnya dalam menangani masalah ini.
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BAB 3
KAPASITAS INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI ACTIP PADA
KASUS PENIPUAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP WNI DI
KAMBOJA

Bab 3 ini menganalisis implementasi ACTIP dalam menangani kasus
penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja, dengan fokus pada kapasitas
negara Indonesia dalam merespons masalah ini. Pembahasan akan mengidentifikasi
upaya-upaya konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam
penerapan empat pilar ACTIP, yaitu pencegahan, perlindungan korban, penegakan
hukum, dan kerja sama regional maupun internasional. Analisis dilakukan
menggunakan kerangka konsep State Capacity dari Cole (2015), yang mencakup
tiga dimensi utama, yaitu kapasitas koersif, efikasi birokrasi, dan jangkauan
teritorial. Ketiga dimensi ini akan digunakan untuk menilai sejauh mana kapasitas
negara Indonesia mempengaruhi efektivitas implementasi ACTIP dalam mengatasi

penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja.

3.1 Kapasitas Koersif (Coercive Capacity)

Menurut Wade M. Cole, kapasitas koersif merujuk pada kemampuan negara
menggunakan kekuatan dan sumber daya aparatnya untuk menegakkan hukum,
menjaga ketertiban, dan melindungi warganya, baik di dalam maupun luar negeri.
Cole mengemukakan bahwa meskipun kapasitas koersif diperlukan untuk menjaga
keamanan, namun kapasitas yang tinggi sering kali lebih digunakan sebagai alat
represi daripada untuk melindungi individu, sehingga dapat mengurangi efektivitas

perjanjian internasional dan memperburuk represi terhadap individu (Cole 2015).
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Dalam konteks penanganan kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI
di Kamboja, kapasitas koersif Indonesia tercermin pada tiga pilar ACTIP, yaitu
perlindungan korban, penegakan hukum, serta kerja sama regional dan
internasional. Ketiga pilar ini menunjukkan bagaimana negara mengerahkan
kewenangan hukum dan sumber daya aparatnya untuk melindungi korban,
menindak pelaku, serta memperkuat koordinasi dengan negara tujuan dan mitra
regional.

Pertama, dalam pilar perlindungan, Indonesia telah mengatur hak-hak
korban untuk memperoleh pemulangan, reintegrasi dan pemulihan korban dalam
Pasal 51 hingga pasal 54 UU 21/07 (Yanggolo et al. 2024). Adapun ratifikasi
Protokol Palermo melalui UU 14/09, yang menekankan prinsip non-penalization
(Utomo and Arifin 2025), agar korban tetap berhak mendapat perlindungan jika
terbukti merupakan korban perdagangan orang (Naibaho 2023). Penerapan prinsip
ini menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan kapasitas koersifnya untuk tidak
menghukum korban, tetapi untuk menjamin mereka mendapatkan perlindungan
hukum (Cole 2015). Selain itu, Indonesia memiliki UU 18/17, asas non-
diskriminasi dan perlindungan hukum bagi semua PMI, baik resmi maupun non-
prosedural (Munte 2024).Upaya tersebut mencerminkan penggunaan kapasitas
koersif negara dalam membangun kerangka hukum yang bertujuan melindungi
individu dari represi dan eksploitasi, sejalan dengan kerangka Cole mengenai peran
koersif negara yang ideal (Cole 2015).

Hambatan muncul ketika aparat kepolisian masih sering mengkategorikan
kasus penipuan sebagai pelanggaran administratif semata, sehingga pelaku tidak

dijerat dengan UU 21/2017, melainkan hanya dikenakan pidana umum atau
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menggunakan UU 18/2017 yang jelas lebih lemah karena tidak memiliki ancaman
hukuman minimal dan tidak mewajibkan restitusi bagi korban (Fajar 2023).
Akibatnya, berdasarkan catatan SBMI, antara 2020 hingga akhir 2023, terdapat
beberapa putusan pengadilan, termasuk kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap
WNI di Kamboja yang mewajibkan pembayaran restitusi dengan total mencapai Rp
4,2 miliar. Namun, hingga kini, tidak ada satupun yang benar-benar dilaksanakan.
Hal ini menunjukkan aparat penegak hukum belum maksimal menggunakan
kewenangan mereka untuk menyita aset pelaku, sehingga para korban tetap
menanggung kerugian meskipun proses hukum telah selesai (Nurfitria and Sari
2025). Hal ini mencerminkan lemahnya efektivitas kapasitas koersif negara.
Kedua, dalam pilar penegakan hukum, Indonesia memiliki UU 21/07
sebagai landasan penagakan dalam menangani kasus TPPO (Munte 2024). Selain
itu, Indonesia juga memiliki KUHP baru melalui UU 1/23 | pasal 455 yang secara
khusus mengatur TPPO, untuk memberikan sanksi berat terhadap pelaku TTPO,
seperti hukuman penjara dan denda (Utomo and Arifin 2025). Secara normatif,
regulasi ini menunjukkan kapasitas koersif digunakan untuk memberikan efek jera.
sesuai konsep Cole mengenai peran koersif yang konstruktif (Cole 2015). Namun,
praktik penegakan hukumnya masih sering tidak konsisten. Menurut Heni
Siswanto, pakar hukum pidana dari Universitas Lampung, kelemahan tersebut
bukan terletak pada isi aturan yang sudah jelas, melainkan pada aparat penegak
hukumnya. Ia menilai aparat sering kali tidak berdaya, bahkan ada yang terlibat
dalam praktik transaksional, sehingga banyak kasus perdagangan orang tidak

ditangani dengan serius (Azzahra and Prasetyo 2024).
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Pandangan ini sejalan dengan temuan Serikat Buruh Migran Indonesia
(SBMI), yang mencatat bahwa sejak tahun 2020 hingga Juni 2023, telah menangani
212 WNI yang menjadi korban TPPO dengan modus penipuan ketenagaan di
Kamboja. Dari jumlah tersebut, beberapa kasus telah mengalami mandek di
kepolisian, dengan total 108 WNI, baik yang terjebak di Kamboja maupun negara
lain, hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum, meskipun telah berkali-kali
menjalani pemeriksaan (SBMI 2023). Hal ini ini menunjukkan bahwa kapasitas
koersif negara belum sepenuhnya efektif, karena adanya resistensi di dalam institusi
penegak hukum yang justru melemahkan fungsi koersif negara (Cole 2015).

Ketiga, dalam pilar kerja sama regional dan internasional, Indonesia
berperan aktif dalam memperkuat koordinasi regional untuk menanggulangi
kejahatan transnasional. Melalui WG on GTCM yang berhasil mendorong berbagai
kebijakan, seperti ASEAN Multi-Sectoral Work Plan Against Trafficking in Persons
(2023-2028) (Humas Interpol Indonesia 2025). Selain itu, melalui forum AMMTC
ke-17, Kepolisian Indonesia dan Kamboja menandatangani MoU untuk memerangi
perdagangan orang, yang berfokus pada peningkatan kapasitas aparat penegak
hukum, pemanfaatan teknologi, dan percepatan pertukaran informasi (Oktavian et
al. 2024). Upaya ini mencerminkan kapasitas koersif Indonesia dimanfaatkan
secara diplomatis. Namun, efektivitasnya terhambat oleh lemahnya komitmen
Kamboja.

Kemlu RI melaporkan bahwa Kamboja, yang merupakan negara tujuan
dalam kasus ini, menjadi negara dengan penanganan TPPO yang buruk, di mana
pemerintahnya dinilai gagal mengatasi penipuan ketenagakerjaan yang melibatkan

WNI di negara tersebut (Majni 2025). Seperti kasus Daniel, korban asal Indonesia
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yang setelah keluar dari jaringan penipuan, ia tidak memperoleh kebebasan,
melainkan beralih menjadi tahanan aparat imigrasi di Kamboja, dan tidak
mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum internasional. Kondisi di pusat
penahanan sangat buruk, dengan ruangan yang sempit, kurangnya tempat tidur,
serta harus membayar makanan dan air sendiri. Proses penahanan ini bisa
berlangsung lama, terutama bagi mereka yang tidak memiliki dokumen resmi yang
sah (Amnesty International 2025).

Indonesia telah mendesak Kamboja untuk segera memulangkan WNI yang
masih tertahan, seperti MIS, korban asal Aceh yang sudah lebih dari setahun berada
di bawah penahanan imigrasi. Selain MIS, ada sekitar 330 WNI lainnya yang juga
terjebak dalam kondisi serupa di Kamboja. Pemerintah Indonesia, melalui DPD RI,
terus berupaya mempercepat proses repatriasi oleh Kamboja dan memastikan
perlindungan hukum bagi para korban (Redaksi Merdeka 2025). Hal ini
menunjukan adanya keterbatasan yurisdiksi dan lemahnya kapasitas koersif negara
tujuan menjadi faktor penghambat yang justru berpotensi memperburuk represi
terhadap korban (Cole 2015).

Secara keseluruhan, kapasitas koersif Indonesia dalam implementasi
ACTIP menunjukkan adanya komitmen normatif melalui perangkat hukum, aparat,
dan mekanisme kerja sama. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat
inkonsistensi penegakan hukum, restitusi yang tidak dijalankan, dan koordinasi
yang lemah dengan Kamboja. Sejalan dengan analisis Cole, kapasitas koersif yang
tidak diarahkan tepat justru berpotensi melemahkan efektivitas perjanjian
internasional, seperti ACTIP dan bahkan memperburuk represi, terutama ketika

negara tujuan memperlakukan korban secara buruk alih-alih melindungi mereka.
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3.2 Efikasi Birokrasi (Bureaucratic Efficacy)

Menurut Wade M. Cole, efikasi birokrasi merujuk pada kapasitas
administratif negara untuk mengimplementasikan keputusan politik, termasuk
komitmen terhadap perjanjian internasional, melalui sistem birokrasi yang
fungsional, stabil, dan bebas dari korupsi. Cole menekankan bahwa birokrasi yang
efektif memperkuat transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, demokrasi, serta
pemberdayaan masyarakat sipil. Efikasi ini memungkinkan negara untuk melatih
aparat, menegakkan prosedur hukum, dan mengawasi pelanggaran oleh aktor
negara. Sebaliknya, negara dengan birokrasi lemah dan korup cenderung gagal
memenuhi kewajiban internasional, meskipun telah meratifikasi traktat (Cole
2015). Efikasi birokrasi menentukan apakah konvensi internasional benar-benar
diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional yang efektif.

Dalam konteks penanganan kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI
di Kamboja, efikasi birokrasi Indonesia tercermin sesuai dengan 3 pilar ACTIP,
yaitu pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum bagi pelaku,
melalui sosialisasi edukasi, kampanye, meningkatkan pengawasan imigrasi, dan
peningkatan kapasitas pengawasan (ASEAN Secretariat 2015).

Pertama, dalam pilar pencegahan, Indonesia, melalui Polri, Kemlu, Ditjen
Imigrasi, BP2MI, Media, Pemerintah Daerah, Kemnaker, dan BIN telah
melakukan berbagai upaya pencegahan dalam kasus ini, dengan mengingatkan
masyarakat bahwa Indonesia tidak memiliki kerja sama resmi dengan Kamboja
dalam penempatan pekerja migran (Felicia et al. 2025). Adapun Kementerian P2MI
yang berkomitmen untuk menyediakan pelayanan administrasi keberangkatan ke

luar negeri yang mudah dan bebas dari pungutan, dengan harapan calon pekerja
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migran dapat lebih memilih jalur perekrutan yang sah, dan resmi (Mappong et al.
2025). Pemerintah Indonesia juga telah melakukan upaya pencegahan melalui
sosialisasi dan edukasi, seperti kolaborasi Kantor Imigrasi Yogyakarta bekerja
sama dengan BP3MI Yogyakarta untuk menggelar sosialisasi mengenai lowongan
kerja ilegal (Indratna 2023).

Adapun instruksi penerapan kebijakan selektif di TPI dalam Surat Edaran
Ditjen Imigrasi tentang Penegasan Prosedur Pencegahan TKI Non-Prosedural
dalam upaya pencegahan ini, agar dapat mendeteksi calon korban penipuan
ketenagakerjaan di TPI (Sugiyono & Runturambi, 2024). Koordinasi antar instansi
juga sangat penting dalam upaya pencegahan ini, seperti kolaborasi antara
Bareskrim Polri, Kantor Imigrasi, BP2MI dan Kemenaker dalam upaya
menggagalkan keberangkatan puluhan WNI di Bandara Soekarno-Hatta yang akan
bekerja secara ilegal di Kamboja (Bareskrim Polri 2025).

Namun terdapat celah efikasi birokrasi dalam upaya pencegahan ini yaitu
ketidaksinkronan antarlembaga, yang sering menimbulkan kebingungan mengenai
pembagian tanggung jawab dalam penanganan kasus perdagangan orang. Sebagai
contoh, Kemenaker berperan sebagai regulator yang menyusun kebijakan terkait
pekerja migran, sedangkan BP2MI berfokus pada perlindungan serta penanganan
pekerja migran yang bermasalah. Namun dalam praktiknya, kedua lembaga
tersebut kerap menjalankan fungsi yang saling bersinggungan (Resa and Jaya
2021). Kepala BP2MI bahkan pernah mengungkapkan adanya duplikasi kerja,
dualisme kewenangan, serta sikap ego sektoral yang menghambat efektivitas
program perlindungan (BP2MI 2021). Merespon hal ini, BP2MI mendorong revisi

Perpres No. 90 Tahun 2019. Perkembangan ini terealisasi dengan terbitnya Perpres
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No. 165 Tahun 2024 yang membentuk Kementerian Perlindungan PMI, yang
diharapkan membuat pembagian peran antar instansi menjadi lebih tegas (JDIH
BPK 2024).

Ketidaksinkronan dan tumpang tindih kewenangan ini jelas merupakan
hambatan efikasi birokrasi, karena terkait langsung dengan lemahnya kualitas
birokrasi dalam koordinasi lintas sektor. Dalam kerangka Cole, masalah seperti
duplikasi kerja dan ego sektoral mencerminkan kegagalan administrasi yang
melemahkan kapasitas birokrasi, meski negara telah meratifikasi perjanjian
internasional (Cole 2015).

Kedua, dalam pilar perlindungan, Indonesia melalui BP2MI, Kemlu, KBRI
Phnom Penh, Kemsos untuk mengevakuasi korban, memberi bantuan psikologis
dan menjalani pendataan untuk memastikan kesejahteraan mereka (Tribrata News
2022). Sejak 2021 hingga 2025, Kemlu telah secara konsisten menangani sekitar
4.300 WNI yang menjadi korban penipuan ketenagakerjaan di Kamboja (Tempo
2025b). Hambatan  selanjutnya adalah kurangnya sistem yang dapat
mengintegrasikan data antarlembaga (Purba et al. 2025).

Sebagai contoh, berdasarkan laporan Kemlu, antara 2020 hingga Maret
2024, tercatat 3.703 WNI yang menjadi korban penipuan daring di Kamboja,
dengan sekitar 40 persen di antaranya teridentifikasi sebagai korban TPPO. Namun,
berdasarkan laporan Bareskrim Polri, sepanjang tahun 2023, telah ditangani 1.061
kasus TPPO dengan total 3.363 WNI yang menjadi korban di Kamboja
(KEMENKO PMK 2024). Perbedaan angka dalam data ini menunjukkan
kurangnya keselarasan antara instansi yang seharusnya bekerja sama menangani

kasus ini. Selain itu, banyak PMI yang tidak tercatat secara resmi, baik karena
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memilih jalur migrasi ilegal atau karena status mereka yang rentan, yang
menyebabkan mereka tidak tercatat dalam sistem pemerintah dan sering kali
terabaikan dalam hal perlindungan (Utomo and Arifin 2025). Hal ini menunjukkan
kegagalan birokrasi dalam menyediakan sistem administrasi yang transparan dan
akuntabel, sesuai dengan perspektif Cole (Cole 2015).

Dalam implementasi pilar perlindungan ini, pemerintah Indonesia telah
memberikan pendampingan hukum, rehabilitasi sosial dan psikologis bagi korban,
melalui Kemen P2MI, untuk memastikan pemulihan psikologis dan reintegrasi
sosial yang optimal. Pemerintah juga bekerjasama dengan LPSK, untuk
memberikan perlindungan bagi saksi dan korban (Abuthan et al. 2025). Namun,
terdapat celah efikasi birokrasi dalam upaya perlindungan ini, yaitu hambatan
birokrasi dan lemahnya koordinasi antarlembaga yang masih menjadi persoalan
utama dalam pemulangan korban TPPO.

Sebagai contoh, kasus Sinta, WNI asal Batam yang menjadi korban sindikat
penipuan di Kamboja, menunjukkan bahwa meski berhasil keluar, ia tetap harus
melewati prosedur berlapis, mulai dari pemeriksaan kepolisian, pelaporan ke KBRI
Phnom Penh, hingga tinggal tiga bulan di shelter, sebelum akhirnya dipulangkan
pada Oktober 2023. Akan tetapi, masih diwajibkan membuat laporan ke Bareskrim
setibanya di Indonesia (Tempo 2024b). Pola serupa terlihat pada 28 WNI dari
Poipet yang baru bisa kembali pada awal Oktober 2023 setelah lebih dari tiga bulan
menunggu proses verifikasi, penempatan di shelter Caritas, dan koordinasi
pemulangan oleh KBRI, BP2MI, serta Polri. Fakta bahwa korban harus menunggu
berbulan-bulan meski sudah aman menegaskan kerumitan prosedur dan beban

birokrasi Indonesia sebagai hambatan utama repatriasi (Antara News Riau 2023).
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Perspektif Cole menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat dan
profesional sebagai ciri efikasi birokrasi. Hambatan ini memperlihatkan lemahnya
kualitas birokrasi Indonesia dalam memberikan perlindungan (Cole 2015).

Ketiga, dalam pilar penegakan hukum, Indonesia membentuk GT-TPPO,
untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelaku secara terorganisir (Latifah
2023). Kemudian, pada tahun 2023, terbentuk Satgas TPPO sebagai upaya
pemerintah agar lenij tegas dalam menindak pelaku, Akan tetapi, keterbatasan
sumber daya manusia menjadi hambatan dalam penanganan kasus ini. Banyak
petugas imigrasi di pelabuhan dan bandara belum memiliki keterampilan untuk
mengenali ciri korban dan modus sindikat. BP2MI dan Ditjen Imigrasi juga sering
terkendala anggaran, sehingga perekrutan serta pelatihan tenaga terlatih sulit
dilakukan (Felicia et al. 2025).

Pelatihan yang ada lebih berfokus pada aspek administratif dan kurang
membekali kemampuan identifikasi, investigasi, serta pemahaman psikologis
korban. Instansi lain dalam Gugus Tugas TPPO, termasuk pengawas
ketenagakerjaan serta aparat intelijen, juga masih terbatas jumlah dan kualitasnya.
Padahal, gugus tugas ini diharapkan menjadi pusat koordinasi nasional (Negara
2023). Keterbatasan tersebut membuat program seperti Desa Binaan Imigrasi
maupun patroli perbatasan tidak mampu menjangkau semua daerah rawan,
sehingga pencegahan keberangkatan korban kerap terlewat (Panjaitan et al. 2025).

Keterbatasan SDM dan pelatihan yang tidak memadai mencerminkan
lemahnya kualitas birokrasi, karena aparatur tidak dibekali kapasitas administratif

yang cukup untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Dalam
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perspektif Cole, keterbatasan ini mencerminkan rendahnya kualitas birokrasi dalam
melatih aparat dan memastikan profesionalisasi (Cole 2015).

Meskipun satgas ini telah menyelamatkan total 2.149 korban, mengungkap
lebih dari 699 laporan kasus TPPO, dan menangksp 829 tersangka baik dalam
sindikat domestik maupun internasional (Tribrata News 2023b). Menurut laporan
Kedutaan Besar AS di Indonesia pada tahun 2024, masih terdapat keterlibatan
oknum pejabat dalam praktik perdagangan orang yang masih menjadi hambatan
dalam upaya pemberantasannya. Meskipun beberapa oknum instansi imigrasi dan
kepolisian yang terlibat dalam pemindahan korban telah diproses hukum,
perkembangan penegakan hukumnya cenderung lambat. Banyak dari mereka yang
belum dijatuhi sanksi, bahkan tetap bebas dan menduduki jabatan mereka (US
Embassy ID 2024). Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, telah menyerahkan lima
nama bandar besar yang terlibat dalam sindikat penipuan ketenagakerjaan terhadap
WNI di Kamboja kepada Menko Polhukam, Mahfud MD. Namun, meskipun nama-
nama tersebut telah diketahui, mereka tetap bebas dari sanksi hukum karena
dilindungi oleh oknum-oknum yang memiliki kekuasaan dalam negara, sehingga
perlindungan ini memungkinkan para pelaku untuk tetap bebas meskipun sudah
teridentifikasi sebagai bagian dari perdagangan orang (BBC News Indonesia
2023).

Praktik korupsi dalam kasus TPPO mencakup pemberian suap untuk
memfasilitasi migrasi ilegal, penerbitan dokumen palsu, hingga perlindungan
terhadap lokasi perdagangan orang. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan
birokrasi, terutama di instansi yang seharusnya berperan dalam perlindungan

TPPO, seperti Ditjen Imigrasi. Sebagai contoh, kasus pejabat Imigrasi Makassar
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berinisial YSF, yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya dengan
menyediakan paspor asli secara ilegal bagi sindikat penipuan ketenagakerjaan ke
Kamboja (CNN Indonesia 2023c). Adapun kasus yang terjadi di Lampung, seorang
oknum anggota kepolisian diduga menyediakan rumah penampungan bagi 24
korban TPPO yang akan dikirim ke Kamboja, sehingga semakin merusak
kepercayaan publik terhadap kemampuan birokrasi dalam menegakkan hukum
secara adil dan memperburuk citra institusi Indonesia (Metro TV Indonesia 2024).

Dalam kerangka efikasi birokrasi Cole, lemahnya pengawasan dan
keterlibatan aparat negara dalam praktik korupsi menegaskan rendahnya kontrol
terhadap korupsi, salah satu indikator utama efikasi birokrasi. Hal ini berarti bukan
hanya kapasitas koersif yang terganggu, melainkan juga kapasitas administratif
negara untuk menjalankan kebijakan secara adil dan konsisten (Cole 2015).

Secara keseluruhan, sejalan dengan pandangan Cole, kapasitas birokrasi
yang kuat seharusnya mampu memastikan koordinasi antarlembaga, pengawasan
terhadap aparat negara, serta penerapan kebijakan perlindungan yang konsisten.
Namun dalam praktiknya, berbagai hambatan seperti koordinasi yang lemabh,
prosedur yang berbelit, ketidaksinkronan data, keterbatasan sumber daya manusia,
dan praktik korupsi aparat memperlihatkan bahwa birokrasi Indonesia masih
menjadi celah dalam implementasi ACTIP. Hambatan-hambatan ini menjelaskan
mengapa kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja masih terus
terjadi, meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional dan
membentuk instrumen hukum nasional. Dengan kata lain, lemahnya efikasi
birokrasi membuat implementasi ACTIP belum sepenuhnya efektif dalam

melindungi WNI dari praktik perdagangan orang.
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3.3 Jangkauan Teritorial (ZTerritorial Reach)

Menurut Wade M. Cole, jangkauan teritorial merujuk pada kemampuan
negara untuk memproyeksikan otoritas dari pusat pemerintahan ke wilayah-wilayah
perifer atau terpencil. Cole menjelaskan bahwa kapasitas ini memungkinkan
pemerintah pusat untuk memantau dan mengendalikan aparat negara seperti polisi,
petugas penjara, dan militer yang bisa saja bertindak menyimpang, baik karena
motif pribadi, maupun kepentingan politik lokal. Kegagalan negara dalam
menjangkau wilayah perifer sering kali mengakibatkan lemahnya pengawasan
terhadap pelaksanaan perjanjian internasional, sehingga pelanggaran seperti
penyiksaan, represi, atau manipulasi pemilu dapat tetap terjadi tanpa sepengetahuan
atau kendali pusat (Cole 2015, 416).

Dalam konteks penanganan kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI
di Kamboja, jangkauan teritorial Indonesia tercermin sesuai dengan 4 pilar ACTIP,
yaitu pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan kerja sama. Pilar-
pilar ini menunjukkan bagaimana Indonesia berusaha memproyeksikan otoritasnya
untuk mengawasi dan mengendalikan aparat negara yang terlibat dalam penegakan
hukum dan perlindungan korban di luar negeri (Cole 2015), khususnya di Kamboja.

Pertama, dalam pilar pencegahan, Kemlu dan IOM Indonesia merilis film
pendek dan mengadakan talkshow untuk membahas bahaya dan upaya pencegahan
praktik penipuan ketenagakerjaan (IOM Indonesia 2023). Selanjutnya, Kemen
PPPA bersama IOM Indonesia meluncurkan kampanye digital untuk memberikan
dukungan kepada korban perdagangan orang dan meningkatkan kesadaran publik
akan bahaya penipuan ketenagakerjaan sebagai (Humas KemenPPPA

2025). Komdigi dam Kemen P2MI, secara rutin takedown dan pemblokiran iklan
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lowongan kerja ilegal, khususnya yang menawarkan pekerjaan palsu di Kamboja
melalui platform media sosial (Komdigi 2025). Upaya ini menunjukkan kapasitas
negara dalam menggunakan teknologi komunikasi sebagai sarana menjangkau
masyarakat luas, sejalan dengan perspektif Cole bahwa infrastruktur komunikasi
dapat memperkuat proyeksi otoritas negara hingga ke wilayah yang sulit dijangkau
(Cole 2015).

Namun, celah jangkauan teritorial terlihat pada akses informasi di daerah
terpencil yang masih terbatas. Meskipun sindikat perdagangan orang
memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk merekrut korban, banyak daerah
terpencil yang memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur dan akses informasi.
Laporan Kominfo mencatat bahwa sekitar 12.548 dari total 93.971 desa di wilayah
terpencil yang sulit dijangkau, belum memiliki koneksi internet yang memadai
(CNN 2022). Laporan Kominfo tahun 2023 juga menunjukkan bahwa sekitar 40
persen kesenjangan digital di pedesaan disebabkan oleh minimnya akses
masyarakat terhadap teknologi, rendahnya literasi digital, dan terbatasnya
infrastruktur. Akibatnya, banyak warga desa kesulitan membedakan antara
informasi resmi dan tawaran kerja palsu yang marak beredar di media sosial
(Kominfo 2023). Meski banyak desa yang tidak memiliki internet, sindikat tetap
memanfaatkan jaringan sosial, seperti hubungan antar keluarga, teman, dan
tetangga, untuk merekrut korban. Hal ini membuat negara sulit menjangkau daerah-
daerah yang membutuhkan pencegahan (Sarjito 2023). Hal ini menunjukkan bahwa
pencegahan berbasis digital tidak sepenuhnya efektif karena jangkauan pusat tidak

sampai pada masyarakat yang paling rentan.
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Kedua, dalam pilar perlindungan, Indonesia memiliki sejumlah peraturan
untuk melindungi PMI, termasuk UU 21/2007 yang mengatur hak-hak korban
TPPO untuk mendapatkan pelayanan medis, rehabilitasi sosial, dan pemulangan
(Yanggolo et al. 2024). UU 14/2009 menegaskan prinsip non-penalization dan
perlindungan bagi seluruh PMI sebagai korban perdagangan orang (Utomo and
Arifin 2025). UU 18/2017 memberikan perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial
bagi PMI, termasuk pekerja migran non-prosedural yang menjadi korban
eksploitasi (Munte 2024). Selain itu, Perpres 166/2024 memperkuat BP2MI sebagai
lembaga pengawas perlindungan PMI, yang berkoordinasi dengan berbagai instansi
pusat dan daerah (Erwin 2025). Upaya ini mencerminkan proyeksi otoritas pusat
melalui regulasi dan kelembagaan yang bertujuan menjangkau pekerja migran
hingga ke luar negeri.

Namun, terdapat celah berupa keterbatasan anggaran di tingkat daerah, yang
menjadi hambatan dalam memperkuat jangkauan teritorial negara. Banyak Satgas
di provinsi maupun kabupaten/kota tidak memperoleh dana tetap dari pusat,
sehingga perannya hanya sebatas koordinasi tanpa program nyata (Negara 2023).
Dampaknya terlihat pada ketiadaan fasilitas rehabilitasi bagi korban, terbatasnya
pelatihan aparat, serta minimnya kegiatan sosialisasi, yang akhirnya membuat
penanganan lebih banyak ditopang oleh LSM dengan sumber daya terbatas (Resa
and Jaya 2021). Kondisi ini tidak hanya menyulitkan implementasi kebijakan pusat
di daerah, tetapi juga berpengaruh pada aspek penegakan hukum, karena
keterbatasan anggaran di sejumlah unit kepolisian menyebabkan sebagian kasus

perdagangan orang diproses dengan pasal pidana lain, sehingga penerapan UU
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TPPO menjadi terhambat dan korban tidak mendapatkan perlindungan yang
semestinya (US Embassy ID 2024).

Cole menekankan bahwa lemahnya mekanisme pemerintahan langsung di
wilayah periferal menciptakan ruang bagi aktor lokal untuk bertindak di luar
kendali pusat (Cole 2015). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi
Selatan, Jayadi Nas, menegaskan bahwa banyak kasus berawal dari desa, dimana
warga mudah tergoda janji pekerjaan bergaji tinggi di Kamboja, dengan proses
perekrutan yang cepat melalui media sosial, penggunaan dokumen palsu, serta
minimnya pemahaman masyarakat tentang penipuan daring, membuat kepala desa
sering tidak mengetahui keberangkatan warganya (IDN Times Sulsel 2025).

Situasi ini terlihat pada kasus-kasus di Kabupaten Sambas, Kalimantan
Barat, yang masih minim fasilitas penanganan seperti sekretariat khusus TPPO,
tempat penampungan, maupun tenaga psikolog (Nugrahaningsih et al. 2020).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menyoroti kondisi di
NTT, sebuah provinsi kepulauan dengan angka pekerja migran ilegal yang
berangkat ke Kamboja cukup tinggi, akibat hambatan geografis dan lemahnya
koordinasi pusat dan daerah (Komnas HAM 2023a), sehingga upaya penanganan
kurang maksimal di seluruh wilayah.

Ketiga, dalam pilar penegakan hukum. Ditjen Imigrasi telah
mengintensifkan patroli di jalur tidak resmi, atau jalur tikus, termasuk wilayah
perbatasan laut Kepulauan Riau dan Kalimantan, serta memanfaatkan Sistem
Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) untuk memantau data perjalanan
dan pergerakan migran secara real-time (Felicia et al. 2025). Strategi ganda ini

memungkinkan petugas mendeteksi pola keberangkatan mencurigakan dan
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menindaklanjuti temuan di lapangan dengan bukti elektronik. Pemerintah juga
membentuk Satgas TPPO di daerah, guna memperkuat penegakan hukum terhadap
pelaku TPPO di seluruh Indonesia, dan menegaskan penindakan tegas terhadap
pelaku TPPO, termasuk oknum Polri, serta memberikan ancaman sanksi berat bagi
personel yang gagal mengungkap kasus TPPO di wilayahnya (CNN Indonesia
2023b). Upaya ini selaras dengan perspektif Cole bahwa jangkauan teritorial
memungkinkan pemerintah pusat mengendalikan aparat lokal agar tidak
menyimpang (Cole 2015).

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala keterbatasan sumber
daya manusia, infrastruktur teknologi yang tidak merata sehingga koneksi SIMKIM
kadang tidak optimal di daerah terpencil, keterbatasan anggaran yang membatasi
frekuensi patroli, dan memerlukan koordinasi pusat ke daerah yang lebih baik
(Panjaitan et al. 2025). Adapun lemahnya perbatasan menunjukkan keterbatasan
jangkauan teritorial negara. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus
Andrianto, menegaskan bahwa luasnya wilayah Indonesia menyulitkan
pengendalian mobilitas penduduk, terutama di jalur rawan, seperti Pelabuhan
Batam Center, yang sering digunakan oleh sindikat untuk merekrut korban dari
berbagai daerah seperti Lampung, NTB, dan Aceh, sebagai tempat transit sebelum
dikirim ke Kamboja. (Sibuea and Sari 2024).

Menurut Anis Hidayah dari Migrant Care, tata kelola perbatasan masih
belum komprehensif dan banyak daerah perbatasan tidak memiliki peraturan daerah
khusus perlindungan PMI, sehingga sindikat mudah memanfaatkan celah ini
(Sultan 2025). Modus keberangkatan dalam kasus penipuan ketenagakerjaan ke

Kamboja biasanya juga dengan menggunakan visa wisata melalui negara transit
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seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, sehingga sulit dicegah aparat imigrasi
karena secara administratif tidak melanggar aturan keimigrasian, yang
mencerminkan lemahnya kendali negara saat jalur legal dipakai untuk tujuan
ilegal (Felicia et al. 2025). Cole menekankan bahwa lemahnya kontrol negara atas
wilayah periferal membuka peluang pelanggaran yang sulit dicegah, kondisi yang
nyata terlihat dalam kasus-kasus ini (Cole 2015).

Keterbatasan kapasitas aparat lokal juga memperlemah efektivitas
implementasi ACTIP di daerah. Komnas HAM menilai koordinasi antara Satgas
pusat dan daerah masih lemah, sementara putusan pengadilan terhadap pelaku
TPPO umumnya ringan dan lebih sering menjerat perekrut lapangan ketimbang
aktor utama jaringan (Komnas HAM 2023b). Anis Hidayah menegaskan bahwa
sindikat tidak mungkin beroperasi tanpa keterlibatan oknum aparat, namun dalam
praktiknya implementasi UU PTPPO masih cenderung hanya menyasar calo kecil
(Sultan 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa aparat di tingkat lokal belum
dibekali kemampuan yang memadai untuk menangani kasus perdagangan orang di
seluruh wilayah, bahkan terdapat indikasi keterlibatan langsung dalam jejaring
yang seharusnya mereka tindak (Munte 2024).

Dalam pilar kerja sama, Indonesia dan Kamboja pada Mei 2025 melakukan
pertemuan bilateral di Bali, dan menghasilkan Lol yang menekankan pentingnya
pertukaran informasi, bantuan teknis, serta pengembangan kapasitas SDA, seperti
penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja untuk memperbaiki koordinasi
antara kedua negara. Pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua negara dalam

memerangi perdagangan orang serta memperkuat kerjasama di sektor keimigrasian
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(Imigrasi ID 2025). Upaya ini menunjukkan upaya negara memperluas jangkauan
otoritasnya ke luar yurisdiksi nasional.

Namun, implementasinya masih lemah. Seperti yang dialami oleh seorang
pemuda Aceh yang menjadi korban TPPO, yang dideportasi dari Kamboja dan
terdampar di Bandara Soekarno-Hatta tanpa uang, pakaian, atau bantuan apapun
pada 25 Agustus 2025. Selama tiga hari, ia bertahan hanya dengan mengandalkan
wifi bandara untuk menghubungi keluarga dan meminta pertolongan. Wibi awalnya
dijanjikan pekerjaan di Thailand, namun malah dijual ke sebuah perusahaan di
Kamboja yang memaksanya terlibat dalam penipuan, bahkan mengalami
penyiksaan fisik (Hadi and Aulia 2025). Dalam kerangka Cole, lemahnya kontrol
pusat di yurisdiksi asing mencerminkan keterbatasan jangkauan teritorial
Indonesia, karena otoritas pusat tidak mampu memastikan aparat lokal maupun
negara mitra benar-benar melindungi warganya (Cole 2015).

Secara keseluruhan, jangkauan teritorial Indonesia dalam implementasi
ACTIP menunjukkan adanya proyeksi otoritas pusat melalui regulasi, kampanye
digital, pembentukan satgas, dan kerja sama bilateral. Namun, keterbatasan
infrastruktur, lemahnya kontrol di daerah periferal, serta hambatan koordinasi
dengan negara tujuan membuat kapasitas ini belum sepenuhnya efektif. Sejalan
dengan analisis Cole, lemahnya proyeksi otoritas pusat ke wilayah terpencil
maupun ke yurisdiksi asing menciptakan ruang bagi sindikat perdagangan orang
untuk terus beroperasi, sehingga implementasi ACTIP belum optimal melindungi
WNI dari penipuan ketenagakerjaan di Kamboja.

Berdasarkan uraian mengenai tiga dimensi State Capacity menurut Cole

(2015), Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan

66



ACTIP dalam menangani kasus penipuan ketenagakerjaan WNI di Kamboja,

namun efektivitasnya masih terhambat oleh sejumlah kendala. Untuk memudahkan

pemetaan secara komprehensif, penilaian implementasi ACTIP beserta celah

hambatan dan implikasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Analisis Kapasitas Negara Indonesia dan Hambatan Implementasi

ACTIP Berdasarkan Tiga Dimensi Cole (2015)

Dimensi Upaya Indonesia | Hambatan Implikasi Terhadap
Kapasitas Implementasi ACTIP
Negara
Kapasitas | - UU 21/2007 -Inkonsistensi - Kapasitas koersif
Koersif tentang PTPPO, aparat, kasus belum efektif
UU 18/2017, sering dianggap | melindungi korban.
KUHP baru pelanggaran - Aparat gagal
(Pasal 455 UU administratif. menggunakan
1/2023). - Restitusi korban | kewenangan penuh.
- Penerapan tidak dijalankan. | - Perjanjian
prinsip non- - Beberapa kasus | internasional tidak
penalization bagi | mandek di optimal karena
korban. kepolisian. lemahnya implementasi
- Pembentukan - Lemahnya di lapangan.
Satgas TPPO & | komitmen negara
kerja sama tujuan
regional (Kamboja).
(AMMTC, MoU
dengan
Kamboja).
Efikasi - Sosialisasi - Tumpang tindih | - Efikasi birokrasi
. . pencegahan kewenangan antar | rendah memperlambat
Birokrasi . . .
melalui Polri, lembaga. perlindungan dan
BP2MI, Kemlu, | - Data korban repatriasi korban.
Imigrasi, tidak sinkron - Koordinasi lemah
Kemnaker. antar instansi. menghambat
- Edukasi publik, | - Prosedur pencegahan.
penerapan repatriasi berbelit | - Korupsi melemahkan
kebijakan selektif | dan lambat. kredibilitas dan
di TPL - Keterbatasan efektivitas
- Pendampingan | SDM, pelatihan implementasi ACTIP.
korban oleh aparat minim.
BP2MI, Kemsos, | - Korupsi dan
KBRI Phnom keterlibatan
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Dimensi Upaya Indonesia | Hambatan Implikasi Terhadap
Kapasitas Implementasi ACTIP
Negara
Penh. aparat dalam
- Pembentukan TPPO.
Satgas TPPO,
GT-TPPO.
Jangkauan | - Pencegahan - Kesenjangan - Proyeksi otoritas pusat
Teritorial berbasis digital digital di desa belum menjangkau
(film pendek, terpencil. daerah terpencil
kampanye, - Satgas daerah maupun yurisdiksi
pemblokiran kekurangan asing.
iklan kerja anggaran. - Pencegahan digital
ilegal). - Lemahnya tidak efektif di wilayah
- Regulasi infrastruktur tanpa internet.
perlindungan perlindungan di - Perlindungan WNI di
PMI (UU daerah (shelter, luar negeri masih lemah
21/2007, UU psikolog, meski ada komitmen
18/2017, Perpres | sekretariat bilateral.
166/2024 TPPO).
BP2MI). - Lemahnya
- Patroli pengawasan
perbatasan & perbatasan (jalur
SIMKIM. tikus, transit via
- Pembentukan negara lain).
Satgas TPPO di - Putusan
daerah. pengadilan
- Kerja sama cenderung ringan,
bilateral aparat lokal
Indonesia— lemah bahkan ada
Kamboja (Lol yang terlibat.
Mei 2025). - Perlindungan di

luar negeri
(seperti deportasi
Wibi) masih
minim.

Tabel di atas menunjukkan bahwa implementasi ACTIP oleh Indonesia

dalam kasus penipuan ketenagakerjaan terhadap WNI di Kamboja masih

menghadapi hambatan pada ketiga dimensi kapasitas negara sebagaimana
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dirumuskan Wade M. Cole. Pada dimensi kapasitas koersif, meskipun telah tersedia
perangkat hukum dan kerja sama bilateral, penegakannya masih lemah akibat
inkonsistensi aparat dan tidak terlaksananya restitusi. Pada dimensi efikasi
birokrasi, koordinasi antarlembaga yang tidak sinkron, tumpang tindih
kewenangan, keterbatasan SDM, serta praktik korupsi menghambat efektivitas
implementasi kebijakan. Sementara pada dimensi jangkauan teritorial, keterbatasan
infrastruktur, lemahnya pengawasan di wilayah periferal dan perbatasan, serta
kendala koordinasi dengan negara tujuan menyebabkan perlindungan WNI belum
optimal. Dengan demikian, meskipun Indonesia menunjukkan komitmen pada
ACTIP, kelemahan dalam kapasitas koersif, birokrasi, dan jangkauan teritorial
membuat implementasi ACTIP belum sepenuhnya efektif dalam menangai kasus

ini, sehingga membuka ruang bagi sindikat untuk terus beroperasi hingga saat ini.
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BAB 4
PENUTUP
4.1 Kesimpulan

Seiring dengan berakhirnya pandemi COVID-19, kasus penipuan
ketenagakerjaan yang menimpa WNI di Kamboja semakin marak dan menjadi
bentuk perdagangan orang modern yang dijalankan secara transnasional melalui
modus lowongan kerja palsu di media sosial. Fenomena ini menimbulkan dampak
buruk bagi korban, seperti eksploitasi kerja paksa, tekanan psikologis, kekerasan
fisik, hingga kematian, yang menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya terkait
aspek ekonomi, tetapi juga menjadi krisis kemanusiaan. Lonjakan jumlah korban
dan meningkatnya angka kematian WNI menggambarkan kompleksitas kejahatan
ini sekaligus menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap modus-
modus perekrutan kerja di luar negeri yang ilegal.

Fenomena ini sekaligus mengungkapkan keterbatasan kapasitas negara
Indonesia dalam mengimplementasikan komitmen internasionalnya, khususnya
dalam kerangka ACTIP. Seperti yang dijelaskan oleh konsep State Capacity dari
Cole (2015), keberhasilan suatu negara dalam menjalankan komitmen internasional
sangat bergantung pada tiga dimensi utama, yaitu kapasitas koersif, efikasi
birokrasi, dan jangkauan territorial. Namun, dalam konteks penanganan
perdagangan orang lintas negara, Indonesia menghadapi kendala signifikan, seperti
kapasitas koersif yang terbatas karena inkonsistensi penegakan hukum dan
lemahnya yurisdiksi lintas negara, efikasi birokrasi yang terhambat oleh koordinasi

yang tumpang tindih dan praktik korupsi, serta jangkauan teritorial belum optimal
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karena kesenjangan infrastruktur di daerah periferal maupun keterbatasan proyeksi
otoritas di yurisdiksi asing.

Kapasitas negara Indonesia yang terbatas ini berdampak pada implementasi
ACTIP yang tidak maksimal, sehingga meskipun ada upaya yang telah dilakukan,
hasil yang diperoleh tetap jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain, meskipun
Indonesia menunjukkan komitmen politik dalam menangani masalah ini, kapasitas
struktural yang tidak memadai membuat langkah-langkah yang diambil belum
efektif dalam menghentikan arus perdagangan orang melalui penipuan
ketenagakerjaan di luar negeri.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar
pemerintah Indonesia memperkuat kapasitas negara dalam tiga dimensi utama dari
Cole (2015). Pertama, kapasitas koersif harus ditingkatkan agar aparat mampu
mendeteksi, mencegah, dan membongkar sindikat perekrut sejak dari dalam negeri,
sekaligus memperluas kerja sama dengan aparat Kamboja untuk memberantas
pusat-pusat operasi penipuan daring. Kedua, efikasi birokrasi perlu diperkuat
melalui koordinasi antarlembaga yang lebih terintegrasi, sehingga perlindungan
korban dapat dilakukan secara lebih cepat, konsisten, dan tidak terhambat oleh
tumpang tindih regulasi. Ketiga, jangkauan teritorial perlu diperluas dengan
memperkuat peran perwakilan diplomatik di luar negeri, Selain itu, literasi digital
dan sosialisasi publik harus terus digencarkan untuk mencegah masyarakat terjebak
kembali dalam modus yang sama. Dengan penguatan di ketiga dimensi ini,
implementasi ACTIP akan dapat menjadi instrumen penting dalam memperkokoh
kapasitas negara dalam menghadapi dinamika kejahatan transnasional yang

semakin kompleks di masa depan.
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4.2 Rekomendasi

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan landasan
untuk penelitian selanjutnya. Salah satunya adalah terbatasnya jangkauan penelitian
yang hanya mengandalkan data sekunder, tanpa adanya informasi langsung dari
korban maupun konfirmasi dari pengambil kebijakan terkait. Data yang bersumber
dari wawancara langsung dengan korban penipuan ketenagakerjaan dan pihak
terkait di tingkat kebijakan akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena ini.

Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada perspektif Indonesia,
sementara masalah penipuan ketenagakerjaan ini juga dipengaruhi oleh kondisi di
negara tujuan, yaitu Kamboja. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang
lebih mendalam terhadap permasalahan ini, perlu dilakukan penelitian pembanding
dengan melibatkan data dari Kamboja. Dalam melihat perspektif dari pihak
Kamboja akan memperkaya analisis mengenai implementasi ACTIP dan efektivitas
kerja sama antarnegara dalam menangani perdagangan orang lintas negara, serta

memperkuat rekomendasi kebijakan dalam mengatasi permasalahan ini.
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